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PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHA;EP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN, :
3. PEMANFAATAN DAN P&N@GUNAAN BAHAGIAN JALAN.

N

Yan mi Hormati:
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Sdr.  Gubernur? Pimpinan dan Selur]uh Anggota DPRD Provinsi Sumatera
. Barat. |
Sdr. Anggota Forum Komumka5| tF’ rrpman“ Daerah Provinsi Sumatera
Barat. ‘
x Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan Slimatgra Barat
Sdr. Sekretaris Baerah, A5|sten quaia Badan/Dinas/Kantor/Biro di
Lingkup Pemerintah PrownSI Sumatera Barat serta Pimpinan
BUMN/BUMD.
Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan
hadirin yang kami muliakan. '

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT
-yang telah memberikan Rahmat dan Kafrunia-Nya sehingga kita dapat hadir

diruang sidang vyang terhormat ini dllalam rangka melaksanakan Rapat
paripurna penyampaian Pendapat ’khir Fraksi terhadapa Rancangan
Peraturan Daerah rebtamg: rrarww'+ o Rleh A ;%n:

1. Penyelengqar‘a@ pelayanan pubhk

2. Tanggung Jawab ‘sosial dan Imgkungan perusahaan.

3. Pemanfaatam dan penggunaan, bag|an jalan.

|

|



Sholawat beserta salam marilah kita salmpaikan kepada junjungan kita,
Nabi Muhammad SAW, beserta keanrgFanya, para Sahabatnya Qan para
pengikutnya yang telah membawa umati ya dari zaman kegelapan kepada

zaman yang berilmu pengetahuan tql Agmiin.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadumi yang kami hormati,

Terlebih dahulu, kami menyampaika}nﬁ t%drima kasih kepada Pimpinan yang
telah memberikan kesempatan képa a Egaksi Partai Golkar untuk
menyampaikan Pendapat Akhir pada Ra'L)at Paripurna DPRD Prov. Sumbar

di ruangan yang terhormat ini.

Selanjutnya saya secara pribadi merﬁguc;apkan terima kasih kepada rekan-
rekan Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan dan

kepercayaan untuk menyampaikan P!end;apat Akhir ini.

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, !Haéirin Sidang Paripurna yang
berbahagla, -
Kami dari Fraksi Partai Golkar menyan‘Lpalkan terima kasih dan apresias
kepada masing — masing Pamtla KhuF iyang telah merampungkan ketiga
Ranperda ini dipenghujung masa jébgtan Saudara Gubernur dan Wakil
Gubernur masa Jabatan 2010 - Zdls,:dan terhadap 1 ( satu) Ranperda
lagi vaitu tentang Nagari dan Pansus éPembahasan permasalahan BUMD
Milik Pemerintah ProvinsiSumateria arat kami setuju untuk diberikan
waktu lagi kepada Pansus untuk me}nye purnakan pembahasannya. |
Sebelum kami menyampaikan pen&apa akhir Fraksi kami terhadap ketiga
Ranperda tersebut izinkan kami menyampa:kan catatan- catatan penting
sebagai berikut :
1. Ranperda tentang penyelengéaraan pelayanan publik.
Penyelenggaraan pelayanan 1pobl1k ini di Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dan di Kabuplathn/kota sangat menentukan image

masyarakat terhadap bailk dan buruknya Penyelenggaraan
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Pemerintahan tersebut. UntulLf it karﬁi dari Fraksi Partai Golkar

mengharapkan kepada Pemeriilj\fathaeréh sebagai berikut :

a. Kami sarankan kepada %masing masing SKPD penyelenggara
Pelayanan Publik harus sugdéhlh rner_nb-'dat SOP kegiatan dan kalau
sudah ada harusdisempurn’akan sesuai dengan Ranperda ini dan
harus komit menjalankan SOP tersebut.

b. Menyediakan kotak indek kepuasan masyarakat disetiap
penyelenggara pelayanan publik, éan dari hasil masukan eari

masyarakat tersebut minimal sekali tiga bulan harus diadakan

evaluasi untuk tercapainya pelayanan yang sempurna demii
kepuasan masyarakat yang dilaj ani.

C. Bagl petugas- petugas y:angé berhadapan langsung melayani
masyarakat bersikaplah seba'gai pelayan yang baik dengan
bersikap ramah, senyum, sapal dan santun sehingga masyarakat
yang dilayani dengan kesan fpertama sudah merasa senang.

d. Selanjutnya kami harapkén =Pemerintah Provinsi mendorong

Kabupaten/kota untuk membuat Perda yang sama bagi yang
belum dan menyesuaikan delangan Perda Provinsi yang kita
tetapkan ini. ‘: , |
. Ranperda tentang Tanggung|Jawab Socsial dan Lingkungan
Perusahaan (TISLP). | | |

Kami dari Fraksi Partai Golkér pada prinsipnya sependapat dengan
penyempurnaan yang telah dilaksanakan oleh Pansus mengenai
Ranperda ini, namun ada beberapa hal yang perlu kami pertegas lagi
yakni : '::
a. Setelah Perda ini di te:tiap<an maka kami sarankan Pemda
Provinsi Sumatera Barat mielalyi SKPD terkait segera memfasilitasi
pembentukan Forum koordimasi TISLP vang bertugas untuk
mengharmoenisasikan k{égia:an TISLP dengan1i Program




|

|

Perencanaan Pembangunan P:enAerintah Provinsi sehinggga tidak

terjadi tumpang tindih, i
b, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan dapat

meningkatkan pembinaan,pengawasan secara berkala dan terus
menerus terhadap realisasi Fen}’/elenggaraan capaian kinerja, dan
permasalahan yang dihadapi PrJ gram TJSLP serta men’gingatkan
perusahaan vyang tidak ,!merﬁenuhi tanggung jawab sosial
dilingkungannya masing' mPsincj agar tersentuh nuraninya untuk
ikut program TISLP dimadsud.

¢. Dengan adanya Perda_'":I"JSU.P ini  diharapkan perusahaan-
perusahaan yang ada di;[ iSpn*atera:Barat dapat meningkatkan

partisipasinya daiam pehjbangunén dalam bentuk TISLP
dibandingkan dengan sebely#n adanya Perda ini,

. Ranperda tentang Pemanfaitandan Penggunaan Bagian
Jalan. |

Dengan ditetapkannya Ranperdg Pernariaatan dan Penggunaan
Bagian Jalan ini menjadi Perftu'rarw Daerah maka kita sudah
mempunyai landasan huku‘m lyang kuat untuk menertibkan
penggunaan bagian jalan yang.,ada diseluruh Provinsi Sumatera
Barat ini, yang selama ini memaﬁg terkesan masih belum tertib dan
sembraut terutama'dikawasjani perkotaan. tidak berlebihan rasanya
bahwa Perda ini sanga‘; diha‘ra;%kan oleh masyarakat dan sudah lama
ditunggu - tunggu kehadirannya, Agzr Perda ini mencapal sasaran
dan efektif pelaksanaannya 'ma<a kami dari Fraksi Partai Golkar

menyarankan hal- hal sebagal berikut :
a. Agar Pemerintah Daerah men@oré[f;; lzhirnya Perda yang sama di
Kabupaten/kota dan diharapkq'n Perda Provinsi ini sebagai payung

hukum sedangkan Perda yrng ebin  aplikatif adalah Perda

Kabupaten dan kota yang adajdi Sumatera Barat.
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b. Sebagai acuan dari pelaksaraan| dari Peraa ini diharapkan kepada
Saudara Gubernur agar segera menge: luarkan Peraturan Gubernur
dalam waktu paling lama énam Bulan setelah Perda ini
ditetapkan. ‘

¢. Kami dari Fraksi Partai Golkar ﬁinengharagkan kepada Pemerintah
Daerah setelan Perda inl ditJatapkan cecara berangsur angsur
namun pasti telah berus‘.‘:ii'vlerE untuk menertibkan bangunan -
bangunan vang ada dalanﬁ baerah milik ‘alan, pedangan kaki lima
yang memanfaatkan troRtO?r serca menempatkan papan iklan,
spanduk, baliho, termasuk ?B'éliho calon-caion Kepala Daerah yang
ditempatkan disembarangén tempat vang dapat menganggu
ketertiban, kebersihan dan keindahan (K2).

Untuk penertiban ini kan;‘ﬂ s!arankan agar pemanfaatan polisi
Pamong Praja dengan beif«arjzf sama dengan Anggota Polr] delm
pihak terkait lainnya. | | | ! }

Berlandaskan cengan apa ‘Yangl; telah' kami sampaikan diatas maka

dengan mengucapkan Bi}‘s'mill' hirraamanirahim kami dari Fraksi

s BT

Partai  Golkar  menerima| dan  menyetujui  Ranperda
penyelenggaraan pelayaﬁnam pubiik, tenggung jawab sosial dan
lingkungari perusahaan sca:rte prmeanfaatan dan penggunaan
bagian jalan untuk ditetapkar{; menadi Peraturan Daerah.

Sebelum kam: :mengakhiri pc:?*nda;t-at skhir ini izinkan kami dar

Fraksi Partai Golkar meny;am;:-;';kar; bahwa dalam rangka
pelaksanaan Pemerintahan D:aer . ¢i Provinsi Sumatera Barat
menyampaikan kepada plmpl an DPRD, sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No ;2 Tahun 2015 tentang pedoman
penyusunan APBD Tahurt 2016, “:hwasanya Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dan DPRD quvm;;s Sumatera Barat sudah harus
menandatancani nota kesepékate;.n <JA PPAS Tahun 2016 pada
akhir bulan juli 2015, dan diznjutkan dengan  tahapan

I 5
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pembahasan RAPBD, Sementaraui sampai dengan saat ini Gubernur

belum menyampaikan nota penganiar KUA PPAS Tahun 2016

Untuk itu dalam rangka me(aksénakan fungsi keDewanan, dengan

ini kami mengajak pimpinarl dan Anggota DPRD  Provinsi

Sumatera Barat untuk Iebib Pro

jra
pelaksanaan tugas pemerintaha

Gubernur Sumatera .Baratf K

), sehingga APBD Provinsi Su
ditetapkan paca waktunya,

aktif mengingatkan dan mengajak

ya depat melakukan percepatan
di Bidang Anggaran ( budgetting
aterz Barat Tahun 2016 dapat

|

Sdr, Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang karmi muliakan,

Demikianlah Pendapat Akhir ini ‘ka i sampaikan, terima kasih ataﬁs

perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan stau tutur kata yang kurang

berkenan. ‘
W abillahittaufig Walricayah
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PENDAPAT
FRAKSI PARTAI

‘ AK}-h[R

DEMOKRAT

DALAM RANGKA PENGAHL/IBILAN KEPUTUSAN

TERTAD
3 (tiga) RANCANGAN PE
PROVINSI SUMA

TENFAL

2. Tanggungjawab Sosm.} da:
Pemamfaatan dan Pez}ggq

Penyelenggaraan Pela anc

DAP

RATLLRAN DAERAH
TERA BARAT

NG ||

ol Pul%lik. |
2 Lingkungan Perusahaan

haan iBahagian Jalan

PARTAI DEM@KRAT

|
|
1
|

Disampaikan dalam }
DPRD Provinsi Su

Rabu, 5 Agtzs

;
I
|

Qapa*Li Paripurna
mategr.a Barat

tus 2}0 15




| :
AssalamualaikumWarahmatuIlahi\

|

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Suma er
Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRI
Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pemeriy
‘Tinggi dan Ketua Pengadilaﬂ; Ti
| |
Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan
Yth.Sdr Sekretaris Daerah/Staf Ahli
Kepala Kantor Wilayah/ dan LJ
Daerah Provinsi Sumatcral Bal
Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat

Barat.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan ;I;ne
undangan yang berbahagia. | |
Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadir

Sdr.Pimpinan DPRD,
Pemerintah Daerah serta Hadit
muliakan. '

Dengan mengucapkan Puji daﬁ

yang senantiasa telah rnelu‘npah
kepada kita semua Alhamdulﬂlah
Paripurna DPRD Provinsi Sum
Pengambilan Keputusan terhadap

Daerah.

Shalawat beriring Salam disar

Nabi
Saiyidina Muhammad, Waala:
mewariskan untuk kita pedomani
Rasulullah

keselamatan dunia dan akhirat.!

sebagai petunj'uk i

Izinkan kami mengucagka.nl

besarnya kepada pimpinen $1dan pal

Gubernur yang telah membenkari esem

Gul

Muhammad SAW dengan uc:
Al

|
Vabafikatuh.

2 B

D Propms: Sumatera Barat.

itah EDaera.h, Ketua Pengadilan

nggi %Qagama Provinsi Sumatera

f
Sumié'.ter_a Barat
/Asiéfen/KepalaDinas/ Badan/
3mba‘ga lingkungan Pemerintah
rat. ‘
Sumé;.;[tera Barat yang hadir.
dia qftak dan elektronik serta
l
I

at yabg kami hormati.

pernur, Forum Koordinasi
in q?.n Hadirat yang kami

ol Syﬁﬁmr Kehadirat Allah SWT,
can ;ahmat dan KaruniaNya
el || dapat hadir pada Rapat
ateraﬁ Barat, dalam

3 (l"ga) Rancangan Peraturan
!

rangka

B
X
npaikan untuk Junjungan kita
apan “ Allah Humma Shalli Ala
Mluhammad

144

yang telah
yaitu Al Qur'an dan Sunnah

dalfarn kehidupan menuju

teriflna kasih yang sebesar-
fipurna DPRD  dan sdr

Lbatan kepada kami untuk

menyampaikan Pendapat Akhlr F aksi, Parta1 Demokrat .

t
! l
!



Setelah mendengar dan mem

DPRD Provinsi

Rancangan Peraturan Daerah

Khusus

disampaikan sdr.Gubernur tanggal
Fraksi Partai Demokrat

kepada Panitia Khusus DPRD Provi

membahas secara mendalam berse

Ranperda

kesempatan ini menyampaikan bebe

bahan pertimbangan bagi kita
terhadap Ranperda dimaksud sebag

1). Berdasarkan Undang - Un

tentang Pemerintahan Daer

pasal 65 ayat(2) pasal 95, g
landasan pelaksanaan peme
. Berdasarkan Undang-:Un,;da
Desa, Pasal lpasal 2, péisa.
No.43 tahun 2014 tentang
No.6 tahun 2014,

' Fraksi Partai Demokrat ber

Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan daerah harus mempedor

Sumaf
E

menyai

tersebut namun Fraksi P‘artax Demokrat

perhatikan laporan Panitia

rera Barat  terhadap 3({tiga)
rovinsi Sumatera Barat yang
18 Mei 2015 yang lalu kami
npailﬁan apresiasi yang tulus
nsi éumatera Barat yang telah
una SKPD terhadap lgge:agp&t
pada
=rap'1 ipendapat untuk menjadi
dalam mengambil keputusan
i berikut :

by

dang’ Nomor 23 tahun 2014,
a.h,piasal 57, pasal 59 ayat(2)
>asal‘;97 dan pasal 101 sebagai
rintajl‘ﬁan

ng N106 tahun 2014 tentang
S c{an Peraturan Pemerintah

pela&csanaan Undang-Undang

penciapat bahwa Pemerintah

dalém menyusun rancangan
nani i&an memperhatikan asas-

asas Penyelenggaraan Pemenmtahp.n yautu taat azas,taat hukum

dan taat aturan dengan mempé
semua ketentuan perundang-undar

sungguh,

I:rha.ti}ca.n dan melaksanakan

\gan 'tersebut dengan sungguh-

|




II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

Mempedomani Undang -Und ng Nomor 25 tahun 2009,
tentang Pelayanan Publik dan Pera ur !  Pernerintah No,96 tahun
2012, peraturan pelaksana UU 025“’ tahun 2009. Pelayanan
Publik adalah tugas utama' d

pemerintahan yang baik dan tata

pilé.r dasar penyelenggaran
lola. pemermtahan yang bersih
Fraksi Partai Demokrat berpendapat Pe;fan dan fungsi Pemerintah

sebagai penyelenggara pelayanan Publik harus ;
1. Mempunyai tekad kemau dengan aparatur yang siap

sebagai pelayanan Publik bukan untuk dilayani oleh publik

yang dalam kenyataan masih dijtpmukan kondisi tersebut

terutama ditempat -tempat’ yang sesungguhnya aparatur

yang sebaik-baiknya tanpa

smilseperti jembatan timbang

harus memberikan pelayant

dilakukan pungutan tidé.k

,pada pasar trad1s1ona.1 d beberapa kantor pemerintah
daerah yang memperlakukgn rnasy%arakat harus memberikan
sesuatu kepada aparatur ; !|

2. Pemerintah Daerah harus n emp]Lt_myai aparatur yang siap
mentaati dan melaksanakan Perda ini secara baik karena

itu diperlukan perubahan sikap mental ,prilaku ,disiplin dan

ketaatan aparatur.terhadap | ketentuan dalam Perda ini
dengagn sanksi yang jelas da:
3. Perda Pelayanan Publillc
dibutuhkan oleh Masyarakat Sebagai komunitas yang

teg;as.
|

rup:lakan Perda yang sangat

mempunyai kedaulatan agarl mendapatkan pelayanan yang
lebih baik dan dibutuhkah oleh fx}asyarakat, maka dari itu
Fraksi Partai Demokrat Bberpendapat bahwa Peraturan
Daerah tentang Pelayanap F*ubliL;c;‘ ini harus paripurna dan

menjadi payung hukum bégi &(abdpaten Kota.
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4, Mengingat Instansi, Institusi|

mempunyai jenis kegiatan, 2
Fraksi Partal De

Standar Operational Prosedur

berbeda,

Minimum (SPM) harus dimili}
Institusi dan Lembaga dan
Gubernur.

. Agar Peraturan Daerah inj be
diharapkan, Fraksi ‘PartaiL iDe;
sangsi terhadap Intansi, Inst
melayani Publik seharusl.nyaé

bentuk Teguran, A

Sangsi

Pidana.

III. TANGGGUNGJAWAB SOSIAL DAN |

1. Fraksi Partai Demokfat

perusahaan adalah mempunyai tanggung jawab social dan
bahagian dari lingkungan
bertanggung jawab terhédaj

Partai Demokrat mengapre

{.

b
1

danjLembaga Pelayan Publik
turarir dan dasar hukum yang
mokiét berpendapat bahwa
(SO;i) dan Standar Pelayanan
1 oleﬁ: masing-masing Instansi,

diteté;pkan dengan Peraturan

rjala%l sebagai Roh Perda yang
nokr'la%t berpendapat agar diberi
itusi/dan Lembaga yang tidak
, jel s dan tegas baik dalam

\dministratif maupun Sangsi

,INGB;:;bNGAN PERUSAHAAN.
K
bq!x?'pendapat bahwa setiap

masyarakat yang harus ikut
b lingkungannya. maka Fraksi

siasiidengan sungguh-sungguh

ditetapkannya Perda ini dan %elgar dapat dilaksanakan

dengan baik oleh perusahaan d1 Provinsi Sumatera Barat
dan segera disosialisasikan . ‘
. Melalui Perda ini diharapk

can tt‘erujudnya Kordinasi dan
Singkronisasi yang efektif!ax
(I

1tara!’§1‘im Kordinasi Pemerintah

|
Tanggungj awab Sosial dan
|

Daerah dengan Forum
agar
1 dapat berjalan dengan baik

R ! . .
Lingkungan Perusahaan dimensi perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporas

serta  berkontribusi

signifikan  terhadap kemajuan

Pembangunan Daerah khususnya dalam pengetasan

kemiskinan di Sumatera Barat.

3. Agar sangsi yang diberflakukan sesuai

er undova U= dJoroom . -
w dapat dilaksa

Peraturan

nakaln sebagaimana mestinya.
i

|
| M



4, Fraksi

| 3
Partai Demokrat |menyambut baik

terhadap
Tan'igung Jawab Sosial dan

Peraturan Daerah tentang
diteﬁfapkan mengingat adanya
BUMN BUMD dan Swasta

untuk menganggarkan danai untuk Tanggung jawab social

Lingkungan Perusahaan ini

e
h

kewajiban perusahaan baik

dan lingkungan perusal'}aaﬂ dengan berbagai program

=3

T
Partéa Demokrat berpendapat

kegiatan Pemerintah "Daé rah! yang belum mampu
dianggarkan, maka Fraksi
agar Tugas Pokok dan fFung81 dan masing-masing pihak
yang TJISLP baik
Perusahaan, Forum TJSLP 3Lang #ibentuk oleh Perusahaan

secara indipenden dan Tirx

terkait dalam menjalankan ini

I{H)ordinasi yang dibentuk
Pemerintah Daerah harus jelas |dan mampu membangun
komunikasi dan koordinasi yeing‘ sehat tanpa adanya
pihak-pihak yang lebih beﬁkepentmgan dalam mengelola
1 Program TJSLP ini.

. Agar pangawasan oleh masmgirnasmg pihak berjalan,
Fraksi Partai Demok;at bahwa Slstem

Pelaporan yang dilaks%nakan gsecara berjenjang harus

menyalurkan dan mengawas

berpendapat

dilaksanakan secara tertib dé.n rutin dimana

setiap

perusahaan menyampaikan
Forum TJSLP sekali dala:m

menya.mpajkan' laporan: Py

laporan Program TJSLP kepada
satu bula_n dan Forum TJSLP
ogra.ln TJSLP ke Pemerintah

Daerah melalui Tim Koordmam!sekah tiga bulan. Fraksi
Partai Demokrat juga berpendapat bahwa Pelaporan dari
Perusahaan kepada Forum [TJSLP ditembuskan ke
Pemerintah Daerah mela.;lui l

im Koordinasi.

. Fraksi Partai Demokrat ﬁ)er' endépat bahwa Tim Koordinasi
harus pro aktif mengkomur ikasikan dengan Forum TJSLP
terl'l:a.dauji |

I
Pemerintah Daerah agar

dan Perusahaan o) p'pogram-program strategis

| _—
dapat dipertimbangkan dan
dimasukkan kedalam Pré)gralh TJSLP masing-masing

| 1
| |

Perusahaan. 1
y |
i
i




7. Walaupun ada sangsi sesuai
undangan yang berla.kl.l1 di;
Fraksi Paitai Demokratfber
mengatur secara Jelas dan
masing-masing komponen
ditetapkan agar Perda yang

tidak hanya menjadi pajanga
PEMAMFAATAN DAN PENGGUNM

Fraksi Partai Demokrat bf?rpﬁ

1. Bahwa
pengawasan jalan telah dik

wewenang  perm

jalan Provinsi dan Jalan K
.Pemerintah

g
jalan Provinsi
secara tegas terhadap atur
dalam Perda ini seperti d
gangguan kegiatan masyara

yang sangat mengganggu

|

deném peraturan perundang-
tnasiﬁg-masing Badan Usaha,
pen é.pat agar Perda ini juga
Tegas terhadap sangsi apabila
melanggar apa yang sudah
dibuat dengan biaya besar ini

n dan macan ompong saja.
i -

N BA(T&AN JALAN.
|
tnda;i):at

amfatan pembinaan dan
atagonkan pada jalan NPgara,
1bup§ten /Jalan Kota. Khusus
Proﬁnsi harus melaksanakan
AN dan ketentuan yang diatur
Filam pemeliharaan jalan dari
kat tpada .okasi pasar tumpah

celaricaran pemakaian jalan. .

Pemerintah Daerah ke[hhgt

nya | tidak mampu mengatur

masyarakat dan pemaka.g alan ]sepern pada pasar Koto

Baru

diwilayah Provinsi Sum
kemacetan berjam-jam.

. Pengawasan pemakaian 5ad
melaksanakan pembangﬁna

selain untuk transport, ters

dan Padang Luar| d

1 pasar tumpah lainnya

tera x Barat

yang membuat

an Jalan yang tidak dibolehkan

n dan pemamfaatan ruas jalan

nyata masih banyak bangunan

liar yang = tidak p}myig i'fz,in bangunan  dengan
mempergunakan badailn' _]Jplan} dan menjadikan lokasi
perdagangan. ! ii

Pemerintah Kabupaten d

. Pemerintah Daerah Proviné'

i harus berkoordinasi dengan

an Rota dalam pengaturan

penggunan /pemakaian badan jalan yang pemberian izin

bangunan dilaksanakan Panermtah Kabupaten dan Kota

agar Perda ini dapat terlakss

na dengan baik.




Demikianlah beberapa pendaf>at \Fraksi Partai Demokrat
DPRD Provinsi Sumatera Ba.rat' terhadap 3(tiga) Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Suniateza Barat untuk menjadi bahan
pertimbangan dalam menetaiplgan Ke;;?utusan DPRD menjadi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Baré%‘t.
| |

Selanjutnya Dengan berserah| diri ikehadirat ALLAH swt dan
mengucapkan Bismillahirrahmanirra:him” kami Fraksi Partai
Demokrat menyatakan dapat menerin%aa dan menyetujui 3(tiga)
Rancangan Peraturan Daerah Pr¢vinsi Sumatera Barat menjadi
Peraturan Daerah Provinsi Sumadtera Barat, dengan harapan
dipertimbangkan dan dxperhatxkan penidapat kami tersebut. Atas

perhatian Bapak dan ibu kami r?eng;ucapkan terimakasih.

Billahi Taufik Walh1dayah,Wass|a1am mua.lazkum Wr.Whb

.
i 1
| .
! .

' z |

Padang, S Agustus 2015
FRAKSI PARTAI DEN}EOKRAT
DEWAN PERWAKILAN [RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ketua, -ESekretaris,

ASRUL. S.Ag | /SABAR AS




IRISIMATENA BARRT,

FRAKSI PARTAI GERINDRA

(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TERHADAP
RANCANGAN PERAT{URAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

] !
Tentang :

1. Ranperda Penyelenggaraan Pela]yanan Publik
2. Ranperda Pemanfaatan dan Pen&gunaan Bagian Jalan
3. Ranperda Tanggung Jawab Sosihl dan Lingkungan Perusahaan

Disampaikan dalam Rapat Baripurna
DPRD Provinsi Sumatera; Barat
Rabu, § Agus_ s 2015
Juru Bicara ! upax‘Ldl

1

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat | i 3

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barlb.L I

Sdr. Pimpiran dan Anggota DPRD Pro;vin i Surr1 tera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi idan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Provinsi Sumatera Barat 1

Sdr. Sckretaris Daetah/ Asisten/ Kepa Baidan/D.inas/Kantor/ Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat 1 '

Sdr. Ibu Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Surnatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMDY/Perguruan ‘Tinggﬁ se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP Relscafu-rckan wartawan media cetak

dan elcktronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat'
Mengawali Pendapat Akhir :Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
{Gerindra), marilah kita tak bosan- bosa nya mengucapkan puji dan syukur
pada Allah SWT, Tuhan Yang Mahe( sa, %ng memberikan kesempatan
kepada kita semua lahir dan bathin l‘unt k ber umpul pada rapat paripurna
dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fla.ikSI terhadap
i
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Ranperda Penyelenggaraan PelayanaHl hblik, :Ranperda Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian Jalan serta Ranpgrda Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan. ! |

Shalawat dan salam tak lupé Hlta curahkan kepada Nabi Besar
Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnyva
vang senantiasa mengikuti risalahnya derLgan penuh iman, tabah, sabar dan
istigamah sampai akhir zaman.

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Haairi yang berbahagm

Sebelum kami menyampaukan P ndapﬁt Akhir tentang Ranperda
dimaksud, pertama sekali Fraksi Partai G rakap Indonesia Raya (GERINDRA)
mengucapkan terima kasih dan penghargaan keépada Panitia Khusus (Pansus)
Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah
bekerja tanpa mengenal lelah menunt skan Ranperda dimaksud untuk

ditctapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provms1 Sumatera Barat tahun
2015. 2 '

. |
Hadirin, Sidang Paripurna yang Kemi M ' Iiakah

Sebagaimana yvang sudah kita ketalul bersama bahwa pada tahun ini
Provinsi Sumatera Barat akan mcnyelcngéarakan Pesta Demokrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatéra Barat Masa Bakti 2016-2021
Sebanyak 2 (dua) pasang bakal icalcn juga::telah mendaftar ke Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Prov1ns1 Surnbai' b beraﬁa waktu lalu.

Jika tidak ada halangan dan ri t'an an, ﬁ.da tanggal 24 Agustus 2015
nanti, KPU Provinsi Sumbar akan meleta kan [ paséng bakal calon tersebut
menjadi pasangan calon Gubernur dan kil Gﬁbernur yang akan bertarung
Head to Head pada tanggal 9 Desember ‘OIS.EHarapan kita semua, semoga
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat kali ini berjaian
seccara Demokratis, Jujur dan Adil, tanpa menimbulkan hal-hal yang sama
sckali tidak kita inginkan, Aamin.

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadiri yang berbahagia

Setelan kami rnendcngarlkan | Laporan Hasil Pembahasan dan

mencermati 3 (tiga) Ranperda Provinsi Su [ :antera1 Barat yang telah disampaikan

oleh masing-masing Pansus, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan
beberapa pendapat dan saran sebagsu ben ut ¢

I. Ranperda Penyelenggaraafn Pelayan nPull ik

Seiring dengan pcrékemba an kemajuan pembangunan dan
peningkatan taraf sosial, ekonomi, dan pgndidikan, maka berkembang
pula keinginan masyaraket terhadap s'uatu lembaga yang dapat
memberikan suatu pelayanan yang berkuahtas atau bermutu baik, serta
mampu dijangkau oleh kemampuad sosial ekonominya adalah suatu
gejala yang wajar, { |

|

1

]
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Adapun pelayanan Publik ‘ada1$h segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerlma pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundah$ ndang{an sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 209 tentang Peiayanan Publik.

Hakekat pelayanan pubhkl adalah |Lpembcr1an pelayanan prima
kepada masyarakat yang merubak pelrwujudan kewajiban aparatur
pemerintah sebagai abdi masya akat! tersebut. Dengan semakin
meningkatnya tuntutan masyarakat akan}kualitas atau muty pelayanan
tadi, maka fungsi pemerintah yarg embeérikan ‘suatu pelayahan kepada
masyarakat secara bertahap perli di ’ngkétkan agar menjadi lebih efektif
dan efisien serta memberikan kcﬁuas n bag; masyarakat. :

Namun dalam prakteknya di Provmm Sumatera Barat hal itu
sepertinya masih sulit untuk diwujudkan. Tidek banyak badan-badan
publik yang menunjukkan adanya k:esxapan dalam memberikan
pelayanan publik yang ideal. iHallltulah yang kemudian mendorong
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatehra Barat dengan dukungan DPRD
Provinsi Sumatera Barat ancrurriuskarj, rancangan regulasi yang

membanggakan yakni Ranperdaw te ntang;L Penyelenggaraan Pelayanan
Publik. o

Ranperda yang telah dibahas dieh Pé.nsue. dan Mitra terkait yang
akan menjadi payung hukum njantmya bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Sumbar ?ini harapannya dapat mendorong
pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Sumatera Barat terkait pelayanan
publik berkualitas di mana dapat|mengubah pelayanan publik yang
sclama ini tidak optimal menjadi pela&anan publik yang maksimal.

Berangkat dari kondisi tersebut Fraks1 Gerindra menyampalkqln
pcndapat sebagai berikut : ‘ ¥

4 Keberadaan Ranperda Penyelenr garaan Pelayanan Publik yang telah
dibahas ini tidak cukup sckadaxl majbaﬂ-: akan tetapi dalam proses
perumusan substansi Ranperdajjuga harus mengatur berbagai aspek
yang akan menjadi acuan .dalla pelaksanaan perda ini kedepannya.

Misalnya, dalam hal Staridar perat&ng Prosedur (SOP) Pelayanan

Publik, Mekanisme Complamt pernbewan Reward dan Punishment

bagi Badan Publik serta kctentuan ketgntuan tainnya;,

+  Pelayanan publik yang prima dan bei‘kualitas akan terwujud tidak
sertn merta ditimbulkan oleh! perangkat hukum berupa perda.
Namun perlu didukung oleh unsur yang mahapenting yakni ¢tos
kerja yang baik. Untuk itu, Pemprov' Sumbar harus cepat tanggap
dan sigap menyikapi tata kelola benyeienggaraan pelayanan publik di
lingkup jajaran instansi péme intah’' daerah dan mengoptimalkan
pelayanan Badan Publik yang ada. EE

+ Pelayanan publik dapat dik takan berkualitas jika ' mermhkx

karakteristik yang menggam arkar; produk layanan itu. Di
antaranya kinerja (performance), kean&lalan (reliability}, mudah dalam
pcnggunaan (easy of usk), stetlkla, serta mampu memenuhi




- |
Berangkat dari pemikiran d1 atas darjx‘ mengingat masih banyaknya
hal-hal yang belum terakomodmdalam R:?;nperda dimaksud, maka kami
Fraksi Gerindra berpendapat: A
1. Untuk Menunda pengesahan Rlanperaa Penyelenggaraan Pelayanan
Publik sebagai Perda;$ G Qe fanaks an V‘W#bw?uwaf’u {ub

~{ Menyarankan kepada Pansus Ranpesda Penyelgn
Publik dan Pemerintah Daer Provinsi Su
menyempurnakan substansi; Ratiperda dimaksQd,;

ftau
o

raan Pelayanan
ra Barat untuk

Hadirin, Sidang Dewan yang Terhofr’nat

II. Ranperda Tanggung Jawab Sos[lal d n L:hgkungan Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial c}an ;1ngkpngan (TJSL) pada dasarnya
merupakan etika dan moral bisnis yang dhterapkan perusahaan sebagai
bentuk tanggungjawab sosial, peru ahaan pada masyarakat maupun
lingkungan internal dan ei&stér al d1h1ana perusahaan tersebut
berdomisili. i [

Pemerintah rnelalm 1910] No 0 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (PT) mengatur kctcntuan P nyelekggqraan TJSL. Dalam pasal 1
disebutkan bahwa istilah Tanggung . awab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
merupakan komitmen perseroan untu berp'eran serta dalam pembangu.nan
ekonomi berkelanjutan guna meni gkatkan kualitas kehzdupan dan
lingkungan yang bermanfaat, Jlaik bagi perseroan sendiri, komunitas
setempat, maupun masyarakat pada mumhya

Dalam pasal 74 UU ini Juéa j’tenga!tur bahwa pelaksanaan TJSL
bersifat wajib yang blaya penyclengg raannya dianggarkan oleh perseroan
berdasarkan kepatutan dan kew Ja.ran.' Namun dalam prakteknya
sayangnya tidak banyak perusahaan' atau ﬁerseroan yang memiliki itikad

baik untik menjalankan kewajibann;
lebih efektif dan efisien sangat dipet
kedudukar hukum, yang tegas dan
dan masvarakat terkait,

Setelah mencermati dengan 'seri

oleh Pansus Pembahasan Ranperha Tanggung Jawab Sosial

e teréebut Untuk itu, regulasi yang
Iukan terutama untuk memberikan
jelas bagi perusahaan, pemerintah

us Laporan yang telah disampaikan
dan

Linglkungan Perusahaan, kami dari F‘Takm Gerindra berpandangan :

4+ Ranperda yang telah dibahas pleh Pansus dan Mitra terkait ini
diharapkan akan menjadi payujg hukum nantinya bagi Pemerintah

Daerah untuk dapat mend

rong \:pemenuhan rasa keadilan

masyarakat Sumatera Baratlter ait d1str1bus1 program-program CSR
yang dilakukan oleh perusahaan selama ini.

Sumbar dengan perusahaan
ditujukan untuk mendorong
salah satu b:entuk

meningkatkan kesejahteraan ma

sehagai

dan masyarakat

Ranperda yang dibuat ini pada dasarnya dimaksudkan untuk
mengharmonisasikan hubunganL

kemlitraan antara pemda provinsi
Ranperda ini juga
perusahaan melaksanakan TJSL
kontribusi perusahaan
syarakat setempat.

dalam




1998

¢ Namun sayangnya, dalam Ranperda dimaksud terdapat adanya
tumpang tindih dan ketidakj¢lasan tugas antara Forum TJSLP

dengan Tim Koordinasi yang be
dalam pelaksanaan Perda TJSL

Forum TJSLP serta komitment

rpoterisi menimbulkan ketidakjelasan
ini naritinya.
Ranperda ini juga belumﬁmenggarﬁbarkan sejauhmana' kekuatan

perusahaan dalam menindakianjuti

Rekomendasi Program CSR sehmgga program yang dilaksanakan

akan
mcembutuhkan.
Hal lain yang juga belum ter
mengenai pengaturan rewdrd

tersebut tepat

_sasaran

- kepada

masyarakat vyang

ambar dalam Ranperda dimaksud
ian punzshment serta belum adanya

scmangat transparansi dalam penyusunan program CSR.

Berangkat dari pemikiran di ath dan mengingat masih banyaknya
hal-hal vang belum terakomodir dalam Ranperda dxmaksud maka kami

L+

Fraksi Gerindra berpendapat : @' \n

Y iov y e b\/s] Le \t\\/v\cw (0 Tiwa
PAYR . Ao wienawbaY \zeb o

1. Belum bersepakat’ menerima Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan unuuk 1sahkan sebagai Perda;

Meminta kepada, ‘Rapat ParJ,

Pansus Ranperda Tanggung

purna merekomendasikan kepad’1

Jawab Sosial dan L;ngkungan

Perusahaan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agar

menyempurnakan substansi Raz

Ranperda Pemanfaatan dan Pengg

Sctetah
berpandangan :

Keberadaan jalan mefupakahiin
penyelenggaraan pelayanan kepada 3
dan berimplikasi pada peningkatan
Barat. Pemanfaatan dan pengguhaa:
dalam bentuk peraturan daera#x

fungsi jalan di Provinsi Sumatéra

mencermati dengan; serius,| kami

1perdé.i dimaksud;

unean Bagian Jalan

dari Fraksi Gerindra
U

;estas{z‘ daerah/ modal daerah dalam
nasyalx;akat yang sangat dibutuhkan
ekonomi lokal di Provinsi Sumatera

A bagnan bagian jalan perlu disusun

aiar k smambungan dan' kelayakan

arat!:senantiasa dapat dijaga dan

dipelihara sesuai dengan amana un’ ang-Lundang nomor 22 tahun 2009
tentang lalu-lintas dan angkutan jalan. | |

Muncuinya Ranperda

dimaksudkan

agar pemanfaatan dan

penggunaan bag‘ian-bagian jalan, dapat menjamin pengamanan fungsi

jalan, menjamin kelancaran idan

keselamatan penggunaan jalan,

keamanan konstruksi jalan serta estetika atgu keindahan jalan.

Dan yang tak kalah pentingnya a

dalah Pemanfaatan dan penggunaan

bagian jalan dari bangunan dan jaringan 1Litilit:a.s, iklan, media informasi

vang melakukan aktifitas sehingga
bagian-hagian jalan, |

mengé;kibatkan rusaknya jalan dan

AT D

Yoo @
A&
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Dengan berbagai pertimbamban‘ Frak.fs"»i Partai Gerindra menyatakan
dapat menerima Ranperda Pen:uanf atan ‘dan Penggunaan Bagian Jalan
untuk ditetapkar: menjadi Peraturan Dagrah. Dengan harapan kepada
Saudara Gubernur untuk dapat aE:ger . mensosialisasikan Perda ini
nantinya kepada masyarakat luas dan menyusun regulasi teknis dalam
bentuk Pergub. ; -

|
|
Saudara Pimpinan, Gubernur dan Ha&irlkn yanlg berbahagia

Demikianiah  penyampaian Pend1apat Akhxr Fraksi Partai Gerindra
terhadap 3 (tiga) Ranperda tersebut, |

. o] ' \
Dengan kercndahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maal
pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata
dan penyampaian kami.

Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah
semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufig dan Hidayah-Nya.

Wabillahitaufik wal hidayah. I

Wassalamualaikum Wr. Wb : . '

Salam Indonesia Raya !l | - )

A B
FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua FRARG)
PAKTAL

!'é\ L

HIDAYA S, Ao ?Ismq' ANDI SOFYAN, SE

LJ‘-\.J iy, ......+

Anggota
. Darmawi, BSc &
Supardi | [
Sabrana, SE . ‘
Drs. H Syahiran MM ! |!
Jasma Juni Dt. Gadang, SE
Sudarmi Saogo T_

o apoN -




renudpul MK PEORSE PAN i '(

% PENDAPAT AKHIR g
PAN  FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 8%
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERUSAHAAN
3. PEMANFAATAN DAN PENGG -NAAF BAGIAN JALAN

Padan JA Usfu 2015

s Sy VT oo ' .
*o _ghailoyd 53\ e S
Assalamualaikum Wr.Wb | -[ ] |
> Yth. Saudara Gubernur rF’rc:;vins]i !Surnatergl Barat yang diwakili Sdr.
Sekda ' -
*» Yth. Saudara Ketua Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi

Sumatera Barat

» Yth.Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinén Daerah Sumatera
Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumétera Barat dan Ketua Pengaciian
Tinggi Agama Provinsi Sumatera Baral :

» Yth. Ketua BPK R| Perwakilan Proving| Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah,i Staﬁ Ahli, !;'-’ara Asisten, Kepala Dinas,

Badan, Kantor, Sekretaris Dewan, :‘Biro bi Lingkungan Pemerintah

Daerah Sumatera Barat, ! |

‘f

> Yth. Saudara Pimpinan Partal Pohhlk Plr’npanan Organisasi Sosial
Kemasyarakatan, lepman BUMN an Ptmpinan BUMD Sumatera
Barat, dan Wartawan Media Cetdk Dan Eleklronik beserta hadirin yang
berbahagia.

!
I
|



Pendapot Akhir Fraksi PAN
Mengawali Pendapat Akhir Fraksi iini sepantasnyalah kita Panjatkan Puji
Dan Syukur kehadirat Allah Swt, karena| ber at rahmat, hidayah dan kurma Nya
kita masih diberikan kesehatan dan kekuat n lahir dan bathin sehingga pada

hari ini dapat melaksanakan sidang | pan.urna dalam rangka pengambilan

keputusan terhadap tiga Rapenda yang dlteti pkan.: 1

Shalawat dan salam kita sampalkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad Saw yang telah memberq-can argh dan‘ tuntunannya kepada umat
manusia. I i :

Selanjutnya, kami mengdcapkan tjeriJna kasiih kepada Pimpinan serta'
Anggota DPRD Sumbar dan Sdr iGuternur::yang telah membetikan
“kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai
Amanat Nasional.

b

Saudara Gubernur, Pimpinan dan ans‘;gotb Dewan serta Undangan yang

kami hormati dan hadirin yang berbahagla

;

Tangguny Jawab Sosial dan Lingkurigan [Perus haan serta Pemanfaatan
I '!

at akhir Fraksi Partai Amanat

|
lenggaraan Pelayanan Publik,

Selanjutnya, saya sampalkan pend

Nasional tentang tiga Rapenda yaitu Pen

dan Penggunaan Bagian Jaian,

|
RANPERDA PENYELENG_GAR[AAk

dimaksudkan untuk memberikan kepast'iia}n
antara masyarakat dengan penyelengdara

|
PELAYANAN PUBLIK, yang
hukum |dan kejelasan hubungan
publik! akan bisa mewujudkan

kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan pihak yang

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pu%blik.

Dan bisa mewujudkan sistem penyeter{ggaraan pelayanan publik yang

baik sesuai dengan asas-asas umum peny
baik.

Dan akan bisa pula memenuhi hak-hak

pelayanan publik yang baik dan sebagaln&a

Ranperda kedua,

Tanggung Jawa

elenggaraan pemerintahan yang

|
‘masyarakat dalam memperoleh

L Ss:al dan Lingkungan

Perusahaan akan bisa memberikan ké:pas.tlan dan' periindungan hukum dan

-

i
I
|

!
I
l
|
|




Pendapat Akhir Fraksi PAN ,'
! 1 |
hisa memberikan arahan terhadap. pelaksa:naan program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan., ' i

Ranperda ketiga tentang Pemaanlatan dan Penggunaan Bagian
Jalan, ’
bisa dijadikan sebagai pengamanan funJ{s: jalan, menjamin kese!amatan
keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pehgguna jalan atau pengendara
Dan bisa pula untuk memberikan kepasta n hukum terhadap pemberi izin,
rekomendasi dan dispensasi dalam pemlanf‘atan dan penggunaan bagian;:jalan
sesuai kebutuhan dan kondisi khas daerah. Dan bisa pula untuk ménjadi
ketertiban dalam pemanfaatan dan pénggdnaan ;bagian jalan sebagai fungsi
jalan untuk kepentingan umum. 1 i‘

Meskipun ketiga Rapenda ini telah Hlbabak beluri dalam tanda kutip,
dalam rapat gabungan komisi yang dllaksanakan hari Senin tanggal 3 Agustus
yang 'alu dari pagi hingga sore, narr{ur] ikin‘ tslah /dapat kita bawa ke sidang
paripurna yang terhormat ini untuk diusu klan menja;ii Perda Prov. Sumbar.

1. Berdasarkan hasii konsuitasi' Pi ',pinan!!Pansus Pemanfaatan dan
Penggunaan bagian Jalan ke jJakar‘ta di informasikan bahwa
Ranperda ini adalah is the best,dlbenkan pujian " Sangat Baik",
diharapkan nantinya Propinsi Iarn qelajar ke Sumbar tentang ini:

Salut dan pujian buat pimpinan & anggota Pansus --- boleh Kita
berikan tepuk tangan terima kasih. _

2. Dua Ranperda lainnya da!ami Rapat GaQUngan Komisi dikomentari !
Belum ada pasal tentang Sanksi" namun }dni telah sempurna.

3. Menurut pandangan éaya% perbarkan perbaikan untuk

ini; telah dllakukan dan layak untuk

i

Saudara Gubernur, Pimpinan dan an L a Dew)an serta Undangan yang
kami hormati dan hadirin yang berbahggial. 1 ’ |

Kami, sangat menyadari betapa p:erjalanan panjang pembahasan

penyempurnaan Ranperda
diusulkan jadi PERDA,

1
H

Rapenda ini, mulai darl pembahasan di pansus, pembahasan bersama SKPD
terkait, studi banding, pembahasan di gabungan komisi dan di fraksi cukup

3



Pendopot Akhlr Fraks! PAN

!
i !

melelahkan. Yang dimaksudkan ianya dengan :satu tujuan ' untuk
kesempurnaan dan memantapkan Rap nda jini, : .

Karena itu pada kesempatan ini kanji Frak;éi PAN berpendapat L:ilntuk
menerima dan menyetujui ketiga ﬁanp‘erda i‘ni untuk disahkan menjadi
Peraturan Daerah Prov. Sumatera Berat, : !

Karena ketiga Ranperda ini telah dit ulpggu dleh masyarakat maka untuk
penerapannya periu Pera_turan Gube:rnur. ]Tentu Bapak / Ibu / Sdr. dan Kita
semua, ingin Peraturan Gubernur nya dapar? diterbifkan dalam waktu yang tidak
terlalu lama. Dan tidak bertahun:tahun, - |

Baiklah, sebelum mengakhiri Pendapa Akhir [Fraksf in, izinkan kami Sdr
Ketua menyampaikan keluhan kami kepada Sdr. Gubernur yang diwakili Sekda,
Saya awali dengan nasehat seorang profeso* kepada mantan mahasiswanya.

Suatu ketika, sebuah grup aiumm mahasnswa yang beberapa tahun telah
menmggalkan bangku perkuliahan dan y%ng rata-rata sudah mendapatkan
kesuksesan jabatan, kemapanan fnansrql dan status sosial yang tmcgt

mengunjungi profesor, dosen mergka di hnwersvtas untuk  ber reuni dan

{

berkonsultasi.

Pada saat itu mereka saling bercerta keédaan mereka satu dengan

yang lainnya, Segera saja cerita berkisar Foai s;ress dalam pekerjaan, dan
kehidupan rumah tangga mereka. | i

Sejenak, profesor pergi | menghtl?nd Dan lkembalr dengan membawa
secerek besar air kopi. Beserta seJumIafh iangklr yyang terbuat dari porselen,
plastik, gelas dan kristal. Beberapa cangkir-cangkir itu tampak mahal dan
beberapa sangat indah. Dan sebagian Iégi tampak murah dan dapat ditemukan
di rumah-rumah yang sangat miskin.

Lalu profesor berkata kepada méntar} mahasiswanya.“Silahk;n masing-
masing diantara kalian menuangkan kopinya(sendiri-sendiri.“

Ketika tiap orang sudah mendapatkan kopinya masing-masing, lalu
profesor berkata: : _ .

Coba kalian perhatikan, semua caljgkir-ciangkir yang tampak mahal

dan indah telah kalian pilih, | ’ :
|




Pandapat Akhir Freksi PAN

Kini tinggallah cangkir-cangkir polo$ dan tampak murah. Memang,

lumrah, bahwa kalian memiiih hanya yang
situlah sumber masalah dan stress kaliéﬁ. S
tidak dapat meningkatkan kualitas kopinya.
yang meweah dan mahal.

Apa yang sesungguhnya, yang . kali
cangkirnya.
Tapi kalian berebut mendapatkanican

cangkir yang didapat satu sama lain. ;

terbaik; untuk diri sendiri. Nah. Di
edarialy. Bahwa cangkir-cangkir itu
Dan kallan tertipu dengan cangkir
!

an inginkan adalah kopi, bukan

gkir terbaik. Dan kalian saling lirik

Kini coba renungkan;
Kehidupan ini adalah ibarat kopi.

'
I
!
)

Jabatan, harta dan status sosial piaqa 4

|
|
i

asarnY:a seperti cangkir.

Yang hanya merupakan sarana dan-alat untuk mencapai tujuan hidup.

Kopi tetap menjadi kopi dan tidak akan

o
Kadang-kadang dengan hanya ‘tenut.l..i‘..si't|
kopinya. Nikmatilah, aroma sedap kopl

pa

berubah,
da cangkir, kita lupa menikmati
|
!

Bukan ¢angkirnya.

1‘

nya,

Orang paling bahagia bukanlah yang ri'lemiliki segala sesuatu yang

TERBAIK. Melainkan mereka yang hanya

fnelakukan yang TERBAIK atas

segala sesuatu yang dapat mereka usahakén.

Pedulilah dengan sesama.
Bicaraiah dengan ramah.
Bersyukurlah terhadap nikmat Allah.

ltutah nasthat profesor kepada mantan:

mahaél,iswanya.

Sekda yang mewakili Gubernur., izlnkén kamq menyampaikan suara hatj

anggota dewan dan bermohon,
Pedulilah terhadao rakyat kecil Lyang

berada|d1 pedesaan, di lembah-

lembah dan di pegunungan dimana- mapa\dnSumbar Santunilah mereka.

Lakukanlah yang terbaik.

Bangunlah jaringan irigasi. Perbalkllah Jalan lingkung dan Jaian produksi

pertanian dan sebagainya.

PRy



Pendapat Akhir Fraks! PAN

Dananya ada Rp. 129 Milyar pad}a poKoOK-pokoK pikiiran anggota déwan.
Maaf Bapak Sekda. Jika dena ini tidak dicairkan akan menjadi SILPA

yang cukup besar tahun berikutnya.,

Dan akan menjadi temuan dan akan Uerdampak kurang elok.

Bapak Sekda Yth. ;

Menurut Peraturan Menterl KUA IgPAS |bulan Juni notanya tidak
| disampaikan ke DPRD. Paling lambat akhlt’Jull Rancangan KUA-PPAS telah
disepakati antara Gubernur dan DPRED Kini, telah Bulan Agustus Pak,
jangankzn ditanda tangani Nota saja be{um disam!paikan. Ini tugas konstitusi
yang harus dilaksanakan, ini menyangkut hayat hide hajat orang banyak.
Pedulilah Pak Sekda | |
Bpk/ Ibu, mari kita beri tepuk tangan, agar Pak Sekda kita bersemangat.

Bpk/ibu/Sdr sekalian, Mari kita berdo'al

Wahai Allah, Engkaulah yang mempuriyai segala puji sepenuh lanéit dan

bumi, dan sepenuh apa diantara keduanyai dan sepenuh apa vang Engkau
kehendaki. . :

Wahai Allah Engkau lah penoang F<ami. Fan dengan Engkau kami
berdaya upaya.

S —

Ya Allah, sesungguhnya Engkap Tuhcm yanb selalu memberi kebaikan,
Sangat Pemurah dan Maha Mulia. L g
Gerakkanlah hatl Bpk Sekde ki r'nl, ?gar p;eduli terhadap masyarakat

kecil. i ’ {

Demikianlah, Mohon maaf, jika ada yang ‘salah dan jénggal.
Wabillahit taufiq wal hidayah
Wasalam. i
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FRAKS! PARTAI AMANAT NASIONAL
L |

DPRD PRQVl&SI SUMATERA BARAT,

Ketua Sekretaris

A
Prof. Drs. Erman Mawardi, Digl.A'LT(l
N8

Drs.H. GUSPARD! GAUS.M.BA.M.Sj | . PENASEHAT FRAKSI
Prof.Drs. ERMAN MAWARDI, Dipl.AIT ' KETUA FRAKS!
H.DARMON, S Ag.MM i WAKIL KETUA FRAKS!
H.MUZLI M.NUR,S.Pd S EKRETARIS FRAKSH
AHMAD RIUS,SH ‘ - ENDAHARA FRAKSI
H.INDRA Dt.RAJO LELO,SH.MM 'f\NGGOTA FRAKS!
BUKHAR! Dt. TUQ,SE ANGGOTA FRAKSI
Drs.ISWANDI LATIEF.MM ANGGOTA FRAKSI
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FRAKSI PARTAI NasDem

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SUMATERA B | T

Alamat ; JI. Khatib Sulaimah No, 87Padang

Freksi Partai NasDem DPRD P, ovms: Sumatera Barat
Terhadap 3 (Tiga) , anpérda

1. Ranperda Penyelenggaraan Pelayaan Puﬂhk
2, Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
3. Ranperda Pemanfaatan dan Penggur‘aan B?gian Jalan

| i .
Disampaikar pada Rapat aripl.L"na DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 05 Agustus 2015

: I
' i _
){64 \1// ﬂ )./’ /_” % ;; . 1;

Yang Kami Hormati : | i ' !
Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat ‘ | _
Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi t':]an Pengadilan Tinggi Agama
Sumatera Barat .} |
“Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Prc;vxnsn Sumatera Barat,

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakllan Proymll Surﬂdtera Barat

Yth, Sdr. Kepala Ombusdman Perwakﬂan k’ré vinsi Qumatera Barat,

Yth. Sdr. Pimpinan PT Bank Nagari dan P1mp1nan $’UMD

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan

Lembaga Provinsi Sumatera Barat, -




Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi kemasyaeratan, Organisasi Profesi, Para

' Wartawan dan Hadirin yang Berba?ia_gialr '

Alhamdulillah Hirabbil’ alamin Was alatu Wasqala mu’ala asrafilambia

iwal mursalin wa’ala alihi waashabll raéuhllahl ajmain, ashadualla
illahaillallah  waashaduanna Muha madéL Abduhu  Warasulluh

laanabiaba’da Allahuma Sali’ala sayldm Muh mmad Wa ‘ala ali sayidina

Muhammad.

~ Puji Syukur marilah sama-sama kita turkan kepada Allah SWT, karena
berkat ridha dan karunia-Nya kita mastm diberi rltkmat ‘kesehatan dan‘ kekuatan.

untuk dapat menghadiri Rapat Panpuma arl

N |

junjungan kita Nabi besar Muhammad Sf W, g telah mengangkat derjat
manusia menjadi insan kami] dimuka, burdi Im, Li

an kehadiran beliau sebagai
pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagial ini iifnkanlah kami menyampaikan
ucapan terimakasih kepada Saudara Pmel an Slda.ng yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk menyampaikan j]?endapat Akhir Fraksi Partai
NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat erhadhp Tiga Rancangan Peraturan
Daerah : Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelaylana.n Publik, Ranperda tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunéan Perusfahaan, dan Ranperd:a tentang

Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

T [

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadiriﬁ yang kami hormati

|

Fraksi Partai NasDem memberikan apj esiasi| yang sebesar-besarnya kepada

seluruh Tim Pansus yang telah melakukan p mbal'Jasan terhadap Tiga Rancangan

Peraturan Daerah : Ranperda tentang Penyele




ff

tentang Tanggung Jawab Sosial dan ﬂ,mgkungax[x’ Perusahaan, dan Ranperda
tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Baglan Jalan Se_]ak tanggal 18 Mei sampai
03 Agustus 2015 semoga kerja keras terseﬂut akan menjadi amal shaleh serta
i arakét Sumatera Barat,

memberikan kemaslahatan bagi kemajuan:m
1. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan P bhk
Pelayanan publik oleh birokrasi met pakan salah satu perwujudan dari
fungsi aparatur negara sebagai abdi mLsya: kat, uj:sampmg sebagai abdi negara.
Peleyanan tersebut diberikan untuk mefmen "l hak masyarakat, baik itu
merupakan layanan civil maupun layanan‘publil;'. Artinya kegiatan pelayanan
pada dasarnya menyangkut pemenuhan sua ha.kiL :

Salah satu faktor penentu tingkat keberhasiléjljn dalam penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan adalah teroiptarj1ya kepu :an bagi masyarakat dalam
menerima pelayanan yang diberikan oleh iemeri'nta}'L. Penyelenggaraan
pelayanan publik dapat menjadi lok?motif dalam upaya perubahan menuju
pemerintahan yang baik untuk tercipta.dya pelayaﬂan prima.

Tujuan dilakukannya pembahasan Rcmcangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Penyelenggareiz;.n Pc'layan!afn Publik adalah :

a, Mewujudkan kepastian tentdng ha.k, @ggung;awab kewajiban dan
kewenangan pihak yang terka1t denga:n' penyelenggaraan pelayanan
publik.

b. Mewujudkan sistem penyelehggar pelHyanan publik yang baik sesuai
dengan asas-asas umum penye‘dn arm ;:amerintahan yang baik.

dal

¢. Terpenuhinya hak-hak masyaréikat emperoleh pelayanan publik
yang baik dan |
d. Mewujudkan partisipasi dan kemltan nf)asyarakat dalam menigkatkan

kualitas pelayanan publik.




| ;
| o
| o
| | |
Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dz?n hadirin yang kami hormati
Selama ini masyarakat masih merasa kuran iElengan pelayanan publik yang
ada di pemerintahan khususnya di Sumater!a Barﬁt Oleh karena itu pemerintah
harus tegas dalam memberikan i sang}lm terhadap petugas yang tidak
melaksanakan pelayanan publik dengan‘ balk, seperti gubemur Jangsung

mencopot jabatan dan memindahkan petuias terls’ebut pada tempat lain (sangsi

yang nyata), agar menimbulkan kepastian P layanan yang baik.

Setelah kami lihat hasil dari laporan Ipelaksanaan pembahasan rancangan
peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik maka dapat
kami simpulkan bahwa tim telah mela.Lcukan pembahasan mulai dari konsultasi
awal, rapat-rapat kerja pembahasan, st‘ud1 Eandlﬂg, konsultasi akhir serta rapat
finalisasi dalam rangka memperoleh masuk!m pendapat dan sumbang saran.

Fraksi Partai NasDem setuju dengan p!émba]iasan yang telah dilakukan oleh
tim Pansus Penyelenggaraan Pelayana.a Pubilik yaifu :

a. Setiap SKPD penyelenggaraan Pelayana.n Pubhk harus mempunyai SOP

1
kegiatan. ! H
b. Evaluasi pelaksanaan Pelayanan d111akukaH mak51mal sekali tiga bulan.
c. Menyediakan kotak Indek |

penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kepu Masyarakat  disetiap

d. Perlu menyiapkan peraturan _‘Guéemur;'untul% pelaksanaan: PERDA
tentang Penyelenggaraan Pelayfanaxfi Publﬂk. |
e. Perlu dilakukan sosialisasi ke Kabixpatenf %dan Kota untuk menyamakan |,
persepsi, pemahaman dan ;Implerﬁxentasi PERDA tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pub) 1k7 sehinig‘ga pelayanan yang diiakukan
sesuai dengan Peraturan daerh bfang tlibuat oleh Provinsi, dapat

menjamin kepastian hukum 1&1 terpenuh tya hak-hak dari masyarakat.

i

i

|
|



; !l

o

H
| !
f. diminta Pemerintah Provinsi Sumatera !ﬁarat dan pihak terkait, agar

mengimplementasikan Perda ini secara bﬁ’ik dan benar.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur ddn hadirin yzimg kami hormati

! !
Maka Fraksi Partai NasDem sanga mentiukung Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Pe_lﬁy an Pl.h)lik dapat disahkan menjadi

Peraturan Daerah Provinsi Sumateran ﬁara ten g Penyelenggaraan Pelayanan

Publik. | ;| i

| .
! t

. Ranperda Tanggungjawab Sosial d_an Li#gkun‘g'an Perusahaan

Setiap perusahaan selaku subjek thk . merﬂpunyai tanggung jawab sosial
dan lingkungan sesuai dengan Ketentian Pasa]ZfSS Undang-Undang No. 19
Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik egar;éf, mengamanatkan penyisihan
dan penggunaan laba BUMN untuk képer an pé:lmbinaan usaha kecil/koperasi
dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, Pasal 274 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas d Pa=:1;fé).turani Pemerintah Nomor 47

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas

mengamanatkan kepada perusahaan wajib elaks?fnakan Tanggung jawab Sosial

dan Lingkungan (TJSL) dengan mengal kasikga'n dana yang diperhitungkan
sebagai biaya perusahaan. | L f

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa

pada dasarnya setiap Perusahaan harus mélaksaniakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan sebagai wujud kegiatan emarisiaan. Pengaturan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahqan ertujde‘b mewujudkan pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna menigkaﬂ(an kualigés kehidupan dan lingkungan
yang bermanfaat bagi komunitas setemth darjl masyarakat pada umumnya

E
maupun Perusahaan itu sendiri dalam rméka terjalinnya hubungan Perusahaan




yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 11

masyarakat setempat. ‘

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernuf dan

Dalam laporan yang telah disamipaikas

dan tujuan dalam penyususan Rénperda;ixflx y
1. Maksud l A

a. Memberi kepastian dan perlindu
program TJSLP di Daerah dan

b. Memberi arahan pelaksanaz;ln ?

efisien, terintegrasi, berkelehjut
pembangunan daerah , %
2. Tujuan '

a. Terwujudnya kepastian da.n"per;

dalam pelaksanaan TJSLP se'éaral

b. Terwujudnya sinergitas, smgkro

antara Pemerintah Da«‘réh, D¢

terpenuhinya penyr.-lenggauaa.‘h= T]

dengan peraturan perundang-und

ngan

lind

nisasi

| ;

;i

i i
gkungan, nilai, norma, dan budaya

|

hadiLin yang kami hormati

1 oleh| Tim Pansus terdapat maksud
raitu :

i

hukum terhadap pelaksanaan

ogram TISLP agar lebih efektif,

n daﬁ bersinergi dengan program

|

|
:
H
o
:
‘

é‘a‘:m hukum bagi Perusahaan

terpadil dan berdaya guna.

dan penigkatan kerja sama
rsamai dengan perusahaan, dan

SLP dalam suatu kocrdinasi sesuai

Setelah kami bahas laporan pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan

daerah terkait dengan TJSLP maka dapat
k¢

pembahasan, studi banding, konsultasi ékhz

melakukan pembahasan mulai dari
memperoleh masukan, pendapat dan sumbag

Wik Fraksi Partai NasDem mehyara
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkus

Peraturan Daerah Provinsi Sumateran Barat

bnsultééi

nkan |
rgan Perusahan tidak perlu dijadikan

kami simpulkan bahwa tim telah

a\w}a] rapat-rapat kerja

r serta rapat finalisasi dalam rangka

g sara.n

cangan Peraturan Daerah

Ka.re‘na fungsi dan tanggung jawab

[}
¥
|
N



pemerintah hanya sebagai koox‘dinator!ke

I
§
1

]|I
Il '

latan Lehmgga cukup dibuat surat

Gubernur ke Menteri BUMN tentang hal tergebut. |

P

. Ranperda Pemanfaatan dan Penggun%an agiaﬁ Jalan

Jalan sebagai salah;satu prasarana tr sporm.[éi yang merupakan urat nadi

kahidupan masyarakat mempunyai
mengembangkan kehidupan berbangsa dan
jalan mempunyai peranan untuk mewujud
pemerataan pembangunan dan hasil-hasil
perwujudan keadilan sosial bagi selunjh !raky
Jalan sebagai bagian sistem' transpo.r}asl
peranan penting terutama dalam mend
lingkungan, politik, serta pertahanan dan keaf
Kedudukan jaringan jalan sebagai sistes
mengikat semua pusat kegiatan sehingiga J¢
dapat dipisahkan dari upaya pengembangan t
baik transportasi darat, laut maupun udara.

Begitu sangat penting peranan 1Ja

ranan penting dalam ' usaha

Ieme:gi_arat. Dalam kerangka tersebut,

kan sHsara.n pembangunan seperti
nya, pertumbuhan ekonomi, dan
“cIndok'Jesxa

Nasxd al atau Provinsi mempunyaj
ukungl ekonomi, sosial budaya,
nanan

m traniéportasi menghubungkan dan
:enger%fbangan jaringan jalan tidak

>erbaglzii transportasi secara terpadu,

bagi;‘la]u lintas angkutan darat,

sehingga perlu dijaga kelestarian da1,1 ke}
|

sering terjadi pemnfaatan dan penggunaan

dan

mengakibatkan kerusakan jalan
terganggunya pelayanan terhadap masyai'aka
Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan
Selama ini banyak pen yalahgunaan bag]
Barat, seperti melakukan kegiatan jual peli
sama bahkan sebagian menjadi pasar yang

jalan, dan bahkan dijadikan tempaté pes

ngsungan fungsinya. Dewasa ini
agi
emacetan
, .
hadirl

ian jalg.n oleh masyarakat Sumatera

jalan yang tidak tertib yang

" lalu lintas sehingga

n yang kami hormati

baik perorangan maupun bersama-
pah ke jalan, dan parkir di pinggir

i
ta pada hari-hari tertentu yang




| .
| o 1
} ! '
l | !::
menyebabkan masyarakat tidak bisa menikmatl perjalanan dengan aman dan
lancar. Dengan adanya Perda Peman?:‘aatah dan!Penggunaan Bagian Jalan ini
dapat meminimalisir peianggaran—pelénggéran yafﬂg dilakukan oleh masyarakat
atau pun oleh p°mermtah itu sendm :
Sebagian ada Jalan yang terganggu gleh keglatan masyarakat yang tidak
kewenagan provinsi namun mengganggl k**lancaxjﬁn transportasi dan lalu lintas
yang kadang pada hari besar menjadifpenF'ebab-kemacetan yang panjang dan
lama seperti jalan di Pasar Koto Baru Kabupaten Tanah Datar, jalan di Bandar

Buat dan jalan di Lubuk Buaya Kota Padaig, dan pasar sepanjang jalan Pesisir

Selatan. Walaupun jalan-jalan tersebut me pakan wewenang Pemerintah Pusat
namun pengaturan masyarakat yang rirfael an jlfegiatan bisnis tersebgt perlu
ditertibkan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Diminta kepada pemerintah untuk m}mberii{an sangsi yang tegas kepada
pelanggar dan menertibkan kios-kios }}éng | eradai di bagian jalan tanpa pandang
bulu. Agar terciptanya suasana yang p.man agi masyarakat pengguna jalan dan
menimbulkan effek jera. . L % d
Fraksi Partai NasDem menyarankan kepada ELemerintah Provinsi Sumatera
Barat untuk ; ' % |
a. Segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Pelaksanaannya ya.itu'
Peraturan Gubernur sehingga per a ini dapat diimplementasikan dan
diaplikasikan. |
b. Agar segera mengimplementésikin dan mengapli,kasikan perda ini
| sehingga hasil dan sasaran yar-;g ingin diéapai dalam rangka penataan |

H

dan penertiban jalan di Prpvmlx Surhatera Barat kedepan dapat
memenuhi harapan kita bersama. i

ate}a Barat segera melakukan
da Stb;.ke Holder dan instansi terkait

L i

¢. Diminta Pemerintah Provinsi S
sosialisasi Peraturan Daerah ini kep)




i
untuk dapat alpedomam dan 'r:hlaq
substansi dari Peraturan Daerah te
Bagian Jalan. !

d. Agar segera disosialisasikan I:’era
Kabupaten/Kota sehingga nan$ daj
serta pedoman dalam menetéiakan
Masing-masing Kabupaten/Kc?ta. T

|

' !
1
!
:sanal%n sesuai dengan muatan dan
ntang' Pemenfaatan dan Penggunaan

uran baeraH ini kepada Pemerintah
pat men_padx acuan dan payung hukum
Peratb.ran Daerah yang sama pada?

|

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan fiadlrih yang kami hormati

Dengan mengucapkan Blsm111ah1r;ahma1

m‘rahlﬁ'x kam1 Fraksi Partai NasDem

dengan ini dapat menyetujui Rancangan Peraturaﬂ Daera.h tentang : Ranperda

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Ran

Perda : emanfaatan dan Penggunaan

Bagian Jalan. Dijadikan scbagai sebuah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

|
Dan Fraksi Partai NasDem menolak Rdl.nperda Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan diajdikan sebagai

Sumatera Barat.

sebuah Peraturan Daerah Provinsi




yang kurang berkenan di hati Bapak—bapak d

dan kepada Allah jua kita mohon ampun | i
| |
Wabillahi Taufig Wal Hidayah I
- 8 ! i {
S RIS s, |
Padang,,o::ﬁistus 2015
j ! Evel Murfi Saifoel, ST

I | Turu Bicara
i . ‘
‘ |
Fraks} Pbrtax NasDer

Dewan Perwakila akyat Daerah
Provinsi Su atLra Bakat

Dawan Pl
Provingl

%/\y

Risnaldi, S.Ag.

Ketua

D

I,

Frakﬁ'

pin

p——

Sum Barat

Murdani, S.E., M.M
Sekretaris



FRAKSI PARTAI xghp#un SEJAHTERA
% (FRAKSI PKS)
DEWAN PERWAKILAN ?RA AT DAERAH
PROVINSI SUMATERA ARAT

i

PENDAPAT AKH]i:It{

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT

TENTANG E, |

A. Ranperda Tentang Penyelenggagaan-Pelaye{[nan Publik. |

B. Ranperda Tentang tanggung Ja vab $osia1 dan Lingkungan Perusahaan.

C. Ranperda Tentang Peinanfaatan_ jdan Penggunaan Bagian jalan.

ool
w |

Bismiliahirrahmaniteahim,

Assalamu alaikenns Warabmatullabhi Wabarakatuh.. i '

| |
Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumater Bamt;
Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPR Propmm Sumatera Barat

Yth., Saudara-saudara anggota Forum k mumkam pimpinan daerah Serta

Ketua Pengadilan Ti mgg1 dan Pengadilan nggx Agama Sumatera Barat
Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Surn tera Ba1at |
Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahl Gubernur, Kepala Dmas, Badan,.
Kantor,Pimpinan BUMN Dan BUM P1mpman Otmas, Partai Politik,
LSM, wartawan dan seluruh haditin yang bjgbahagm.




kepada kita sckalian, schingga pada saat ini kitg
Shalapar serta salam sermoga senantiasa tercu
Muhammad SA\Y, beserta keluarga dan para s3

sampai hati akhir. Amn.,

. i
telah memberi kesempatan kepada kami atas
Sumatera Barat untuk menyampaikan Pendap

peraturan daerah tentang

f i

Segala puji bagi Allah Azza wa Jala, yng

‘.1!

i
|

telah rﬂclimphhkan rahmat dan nikmat
bisa i:ncnghndiri acara Paripurna ini
rah kepada wswab basanal kita Nabi
habat ;yang setia mengikuti sunnahnya

I

Ucapan terima kasih tak lupa kami smﬁg}aikar{]fkepada Pimpinan sidang yang

Ranperda Tentang Pen};elcngg;a}:adn Pe

F-PKS secara prinsip sangat setujuh
ada beberapa catatan |
a. Sejalan dengan telah dilahirkann
undangan yang berhubungan d
pertanggung jawaban yang tir_aggi
sepertd UU tentdng KeterbukLmn-
maka kehadiran Peraturan Daeri{
Publik menjadi salah satu ;'Jerarg’
mengefektifkan pelayanan pemeri
F.PKS menyarankan, hendq!knyﬂ 7
menerus terhadap pcnyeleng’g%i’aar
Rancangan Perda ini sangat b'laik,
klausul yang menegaskan terﬂnda;
terkait yang dengan sengaja tidak

berdampak menjadikan pelayana

i

Inforrtiasi Publik
h tenlang penyclenggaraan rPelayanan
kat
ntah
ida m

ﬁ pela

namuﬂ
D pen

namf\; Fraksi PKS DPRD Propinst

at Akhir Fraksi terhadap rancangan

layanan Publik.
Hengar,{kei'mdiran perda ini, hanya saja

il

ya beberapa peraturan perundang -

engan pentingnya transparansi dan
dalam) penyélenggaraan pemerintahan,
| . .

berserta turunannya,
|

ing mencoba menjelaskan dan

aerah kepada masyarakat, Maka

|

KAniSmMe Pengawasan yang terus

ygnan public.
|

masih membutuhkan beberapa

\gnya sanksi kepada para pihak

menjalankan tugas kewajibanya vang

public tidak berjalan efekdf. Karera
i !

1
!




o
(! ! t

F,PKS masih melihat ada pirisal fdan a;Jat yang r*m:mf:gaskani tentang

kewajiban namun tidak di ikud c?engan iklausul sanksi jika kewajiban

tersebut tidak dilaksanankan, E

c. Rancangan perda ini akan sﬁdght efekti Wékalau sudah tegas dan berani
menetapkan tentang standar? ﬁélayanan h:'xinimal (SPM) masing-masing
institusi pelayanan public secara trnasparfa_!n dan terbuka. Karena hal ini
akan  memudahkan untuk ‘melhkukad evaluasi terhadap  kinerja
lembaga/instansi termasuk evaluasi dari ‘masyarakat sebagai obyck atau
pihak yang mempunyai hak mendagat pelayanan.

d. Pelayanan pada hakikatnya adalah IbengaBjdian, maka tidak CU](lilp dengan

{4 .
pembentukan Perda tentang Pﬁnyelbnggaééan Pelayanan Publik, x|'naka ada,
tugas betikutnya yaitu bagaimgha merubaflﬁ mind set ASN dan perangkat
pelavan public lainya bahwh di. balik;:peiayanan tersebut menuntut

pengabdian yang tnggi bukan lintuk I mendapatkan imbalan materi
]

ataupun kontribusi atau bahkan retibusi, .

¢. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam
(

pelayanan  public  sehingga - ada keberanian ~ masyarakat  untuk

i
memperjuangnkan haknya apabila daﬁ’am pelayanan mereka ddak

mendapatkan layanan yang smestinya.

| 2, Ranperda Tentang tanggung Jawab Sosi?l dan Lingkungan

1

Perusahaan. ,' :
. I
I ‘
r v i . i { : i ' .
F-PKS secara prinsip sangat mendukurlg dan setuju dengan kehadiran
N ' . ” ' [ v ll .“i v ‘ .
perda ini. Karena bila perda ini bisa berjalan secara maksimal dan efektif akan
. ! . .
3 memberikan kontribusi kepada propinsi Sumbat, antara lain sebagai berikun
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a,

L.
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o
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Meningkatnya Partisipasi bierbanai élprusahaan vang berdomisili,

beraktifitas dan bekerja di propinsi Surfdbar, dan akan lebih maksimal

untuk

membantu pembangunag di ~ Sumbar.

Karena perda ini

mengamanahkan dibentuknya :.‘Fo:;Im T_]S_LP yang beranggorakan seluruh

i
perusahaan milik negara, swasta,

lilik asing atav milik pemerintah daerah

yang berstatus pusat, cabang ’Atauéunit pelaksana yang berkedudukan di
Sumbar., Sebelumnya hanya l?eberapa P ﬁusahaan (BUMN dan BUMD)

aja yang ikut serta dalam fonlﬁn dan rnel sanakan program TJSLP,

Jumlah dana TJSLP juga akan s

mayoritas perusahaan bergabung da

emakm meningkat bila seluruh atau

lam berkoordinasi dalam pelaksanaan

TJSLP nva. Dalam beberapa tahus tcral{}ﬁir dana TJSLP di sumbar lebih

dart 30 Milyar rupiah, Iru haal‘—lj/a
BUMD saja, |
masyatakat

Dengan  perda  ini

)ersurﬂber dari beberapa BUMN dan
k

akan  mendaparkan  keadilan  dan

pemerataan dalam pelaksana;i‘rgi program TJSLP: Tidak lagi menumpuk di

satu daerah saja,

Akan menopang program.i pe

mengentaskan  kemiskinan dan’
|

Sumbar.

merinthh propinsi Sumbar dalam

men\jrunkan angka kemiskinan di

|
i
I

Terkait tim koordinasi pelaksafnaa
SKPD terkait, hendaknya riclak {

tetapt dari anggaran yang melekat |

O S PR

Pada kesemparan ind, F-PKS juga memberikan beberapa catatan:

h pro r#am TJSLP yang beranggotakan
1 i
dibiayai khusus dalam anggaran, akan

pada SIKKPD tersebut,
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. Ranperda Tentang Pemanfaata;n d%n Peﬁ’ggunaan Bagian Jaian.

2. Perlunya disepakati qtaupun dbentuic pola koordinasi dan pola

hubungan antara Forum T_]SLP :dengal\ Tim Koordinasi pelaksanaan

i
|

TJSLP, agar koordinasi dapat-dijaldnkan &-engan baik dan efektif.

3. Sanksi vang ditetapkan dalam perda ini diharapkan dapat berja'an secara

tegas agar T)SLP betul-betul bc'rquirlm mﬁgmimal

4, Bila perda ini di sahkar, dihazapkan pemcrmtah propinsi dapat secira

maksimal mensosialisasikannya lc!epada-ﬁeluruh perusahaan dan pihak

terkait serta masyarakat luas,

1

H

Fraksi PKS DPRD Prov. Sumat‘ Bar t memberikan apresiasi kepada

pimpinan dan anggota Pansus| Ran erdauPemanFaatan dan penggunaan
bagian jalan yang telah sungguh*sungﬁuh n}elakukan pembahasan terhadap
Ranperda ini sehingga pada han 1r|u qampaﬂah kita pada pengambilan
keputusan, Semoga pengorbaqaniBﬁpak c“m Ibu dibalasi Allah sebagai

pahala vang dapat memb;eratkan%u hmbamgan amal kebaikkan d1 akhirat

kelak. , ’ % i

i

Melihat kondisi jalan di iSun,ﬁateraégBarat,ﬁ kami melihat berbagai
permasalahan  dalam pemanfqﬁtan5 jalani! Diaitara permasalahan yang
ditemukan dilapangan adalah, terjadﬁnya kémacetan akibat digunakannya
badan jalan sebagai tempat menjual b'mng dqgangqn di beberapa titik pasar,
penggunaan badan jalan sebagai areal parkm banyak papan reklame vang

menghalang jarak pandang pengend'lm y'mg bisa menyebabkan kecelakaan.

| k
s
| \!



|

.

, L .
Permasalahan lainnya adalah, kurang bl:rsmeﬁgmya pihak vang menggunakan

badan jalan scbagai sarana utilitas,

kemudian dibongkar lagi untuk keper
: C f

telpon, saluran air dan lain-lain, akan te

1
seprtl standar semula, f
I

Hambatan lain yang kita temul

1

i

|
!

.
melakukan penutupan badan jalan un
dan kegiatan keramaian lainnya. Yan

sangat mengganggu apabila terjadi pads

Fraksi PKS menilai, langkah pem

Perda terkait dengan aturan pema
merupakan suatu kebutuhan yang aya
pemanfaatan bagian jalan, Sebelum F;

terhadap Ranperda ini ada bebe';rapa

mudahan bermanfaat untuk penyeﬁnqunqan

Karena Perda ini hanya mengamé pag
saja, sementara persoalan di 1apang;m

maka kami mengharapkan agar pet

kabupaten di scluruh provinsi Sumatera . Barat Selanjutnya dih

I ’
cbagai contoh jalan baru dibangun
itingan lain seperd penenaman kabel

tapi ketika perbaikkan tidak dibangun
L

I
P

[ I :
tan di'jalan adalah ketika masyarakat
L . .
uk kegiatan sepert pesta perkawinan

.l .
g bisa; membuat kemacetan, hal ini
¥

| momén-momcn penting tertentu.
I

prov gumatera Barat untuk membuat

hfaatan jalan ini sudah tepat  ddn

|
m pengaruran penggunaan dan

ta dala
LIS imenyampfuk'm pendapat akhir

saran’ atau pendapat yang mudah-

ranperda yang dimaksud:

la jalmfxf yang bersnmrus jalan Provinsi

|
juga terdapat pada jalan Kab./Komn,

a sej mq juga dibahas di kot dan

arapkan

pemeriintah daerah maupun DPR.D blcara ‘ 1assif inensosialisasikan tentang

pentingnya perda penggunaan dan’ en
| |
Untuk lebih efektifnya pelaksanfaan

koordinasi antar SKPD tekhnis vy

Perhubungan dan Satpol PP termasu

nanfaatan bagian jalan ini.

perd ‘mi Kami mengharapkan ’Ig’IE
Aitu Ipmqq Prasayll Tarkim, Dinas
k SKPD lainnya, dilaksanakan secara

|

1



|
|
F
l i

efekdf dan berkala, karna tanp,anyt!a. kog

| i
f

i I
Berdasarkan rapat Pansus dengan Or;

sulit dilaksanakan di lapangan

| !
yang baik kami yakin' Perda ini

|

]
erinaL

l

i
s

anda ’rovinsi Sumatera Barat

. Kam.i

mendapat masukkan bahwa qalah satu 1<endala di jalan adalah terbatasnya res

arca yang bisa dimanfatkan oleh lendera n besar untuk istrahat dan

memperbaiki kendaraan apabila meng
res arca ini mengakibatkan kendflm
mengakibatkan kemacetan yang cuku
untuk mengatasi persoalan tersebut petr
untuk memikirkan penyedi'mn re‘é area
provinsi.Mengenai tekhnis nant | blbﬁ
Sumatera Batat dengan Dinas tekhnis

Perhubungan.

-PKS juga meminta agar Dinas Pr

plarni kemsqkqn Dengan keterbatasan
n terbpbut memakai bahu jalan yang
P meﬁgganggu kelancaran lalu lintas,
tlu k.lta pemerintah daerah dfm DPRD

b'nk dijalan nasional mqupun jaian
didiskusikan antar komisi 4 DPRD

bk Prasajal tarkim maupun Dinas
|

by

asajal Tarkim segera mempetsiapkan

peraturan GGubenur sebagai aturan tekhnis df’l:’i Perda i, sehingga dengan

cepatnya di terbitkan Peraturan Gulj

perda ini dilaksanakan,

enur tentu akan semakin cepar pula

Terkait dengan sanksi dan pendisi

i
II
i
i

linan' penerapan Perda ini setclah

disahkan perlu menjadi perhatian sefius )a_gl Pernda rerutama pihak vang

terkait dengan penegakkan Perda, A

masyvarakat.

Gubernur, Pimpinan dan Angg

hormati

par perda ini terasa manfaatnya bagi

bta DPRD serta hadirin yang saya

k




i
il
i

ot
-

Demikianlah beberapa hal yang E)él‘]h kanﬁj sampaikan, semoga menjadi
perhatian bagi kita scmua. Bespedoman dari ugaian i atas, sebagai kesimpulan maka
Akhirnya  dengan  Mengucapkan Bismﬂlahi*rahménirrahim Fraksi PKS dapat
menerima kﬂiﬁﬂ. Raﬁpcrda ini untuk dijadikan ”Peratd‘aran Daerah

3 E

b
z K
i L

Billahisabilillhag, Wassala
I

| ,
ualal kum Wr.Wb.

Padang,
al 14

i .
20 Sya




PARTALHAT! NURAK| RAKYAT

Ty FRAKSI PARTAI HANURA

PENDAPAT AKHIR |
FRAKSI PARTALI HANURA DPRD PROV.
SUMBAR L

TERHADAP .
i ; .
" RANCANGAN PERATURMN DAERAH |
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTAN}G
|

o r
1. Pelayanan Publik B
2. Tanggung Jawab ’So%ial 'dan Lingkungan

Perusahaan o
3. Pemanfaatan Dan Perpggunaa‘n Bagian Jalan
: rl .
. | ‘!

Rabu, 5 Juli 2015

Dibacakén c;:leh'
TAUFIK HIQAY%AT, SE



—

l i

Bismr'/lahhirahinanllrrahir‘ni,-

Assalamu’alaikum %Wr W‘b
I

Yang kami hormati I

Sdr Gubernur dan Wakil Gubernuf Sumatéra Barat

Sdr Pimpinan dan semua Anggota OPRD H’rovms: Sumatera Barat

|

Sdr Forkopimda |, Ketua Pengadtlan .nggt dan Pengadilan Tinggi
Agama Provinsi Sumatera Barat.

|
|

Sdr. Sekretaris Daerah dan segenaa jajaran Eksekutif Pemda

Provinsi Sumatera Barat .

. Rekan-Rekan Wartawan, Undangan|dan hadirin yang berbahagia

Dengan segala kerendahan hati rAanlah klté‘persembahkan puji dan

syukur ke hadirat Allah SWT, kaHena atas ﬁanmat dan karuniaNya,
hari ini kita hadir di gedung dewan !m dalam rangka penyampaikan
Pendapat Akhir Fraksi terhadap ;Rancangan Peraturan Daerah
tentang :

| |
i

»
1. Pelayanan Publik o
2. Tanggung Jawab Sosial dan ngkungan Perusahaan

3. Pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan ;

[

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita
Nabi besar Muhammad SAW, yang! telap memberikan petunjuk serta
bimbingan kepada umatnya dalam mengérung!ﬂehadupan di dunia dan
menghadapi kehidupan di akhirat hngga kata menjadi makin tagwa.
Alflahumma Salli ‘Alla Sayyldma Muhammad 1Wa ‘Alla Ali Sayyidina
Muhammad.



Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan De

Muliakan

Pada kesempatan yang berbaha ia ini,

'i

Il

" don am
n Hadirin yang ' kami

Fraksi Partai Hanura

mengucapkan terima kasih kepada,pi pmaH yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk mgany‘ mpa kan Pendapat akhir dari

Ranperda ini. R

|,

Setelah kami membaca dan nn'e,m;ie
erda I|ni maka kami dari Fraksi

Pansus terhadap hasil pembahasaﬁ Ran
Partai Hanura menyampaikan beberapa
dalam rangka pengambilan keputusén
antara lain sebagai verikut :

[. Pelayanan Publik '
1. Pada Prinsipnya kami menyetdjui
perda dengan harapan perdsg ini

lajar

|

|
|
J .
i Laporan dari Pansus-

hal yéng kami anggap penting

terhaé_l:iap Ranperda dimaksud

i
i .
! 1

ranperda ini disyahkan menjadi

benar-benar dijalankan untuk ;

menciptakan pelayanan yang bérkuahta&
|
. Pelayanan publik yang berkuahtas Itldalah pelayanan yang
dikehendaki rakyat. Kami daru Fqusu Partai Hanura DPRD Prov.
Sumbar berharap perda ini nantinya apllkatif dan benar-benar
dipedomani oleh setiap instansi anyelanggara pelayanan publik
dalam memberikan pelayanan kepéda masyarakat

. Kelayakan dari pelayanan publlk yjang dlbenkan selama ini belum
menyentuh kebutuhan masyarakét seutuhnya. Oleh karena itu
pembentukan dan penetapan perda Pelayanan Publik tidak boleh
bertentangan dengan semua peraturan perundang- undangan yang
terkait dengan pelayanan pUblIk dan‘ ~pengawasan pelayanan
publik, -




. Dengan ditetapkannya Ranperda

. Pemprov harus menyemangati Pe

Fraksi Hanura menanggapi [penstapa:h Ranperda Pelayanan
Publik merupakan keharusan untuk diprioritaskan baik oleh

Pemprov maupun Kab/Kota dalam
mengawal percepatan reformasi
pelayanan kepada masyarakat di St

rangka menciptakan komitmen
birokrasi. dan peningkatan
Jmatel-fqa Barat.

o

Pelayanan publik yang primja! 1arusii menjadi roh birokrasi
pemerintah dalam menjalankan fu gsi-éungsi pelayanan kepada
masyarakat. L

prasarana *
tempat pelayanan publik juga h%rus

turunan dari perda ini. l

ol
ni m?njadi%_ perda sarar?a dan

ditingikatka:n.
i

ﬂkab[f Pemko untuk meﬁwbuat

|

Tanggung Jawab Sosial dari Lir

[

igku _lgan Ferusahaan
| '

. Perda ini ditujukan, kebééa dungi!p usaha untuk turut

berpartisipasi dan me‘nunjuKkEn tang'aungjawab secara nyata
dalam konteks pembangunah s¢sial, chususnya dalam bentuk
pengembangan kapasitas sosial- kon$mi masyarakat

i

. Pemprov harus benar-benat mampu menjembatani iantara

perusahaan dengan lingkunganhya untuk mewujudkan ruang
usaha yang kondusif menghllangkan berbagai hambatan yang
mengganggu pertumbuhan dunia ' usaha dan menjaga

lingkungan dari tempat usaha itu'sendiri.
: |

. Perusahaan harus peduli dan teflibat langsung dalam masalah

ketersediaan infrastruktur lingkungan fsekitarnya dalam rangka
meminimalkan dampak negatif lyang’ ditimbulkan perusahaan
dari aktivitas produksl jterhadap rnasyé{'akat sekitar perusahaan
tersebut, | X '

ii
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e

lll. Pemanfaatan dan penggunaJn bLgian \jalan.

4, Kami dari Fraksi Hanura. DPRD lProv Sumbar dengan

ditetapkannya Ranperda ini menj di PErda berharap Tanggung
jawab sosial yang dibebankan|kepada dunia usaha secara
langsung dengan ¢apaian kualitas standar pelqyanan
perusahaan dapat dinikmati d;leh masy"éxrakat. '

. Perda ini harus disosialisasikan agar rr\émpu berdampak secara

kongkrit serta penegakan huku yang terstruktur dan terukur.
Oleh Karena itu kami dari Fraksi Pdrtai Hanura DPRD Prov.
Sumbar meminta agar Pemerintgh Pravinsi segera menyiapkan
perangkat kelembagaan besertajaparaturnya agar keberadaan
peraturan daerah tentang Tang ungjawab Sosial Perusahaan

ini tidak hanya sekedar “di atas k%rtas" belaka.

'i

!

. Dengan ditetapkan Ranperda ini menjadi Perda diperlukan

komitmen dan sinergitas serta| koofdinas antara Pemprov
dengan Pemkab/Pemko dalam engamplementasaan Perda ini
agar dapat menciptakan fun si dan bagian jalan yang
sebagaimana mestinya.

. Harus ada keseriusan dalampenetapan Perda ini oleh

Pemprov agar pelayananan rakyat di
berjalan dengan baik dan lancar

ldang transportasi jalan

kab/kota dalam rangka membu

t regul
penertiban jalan kab/kota. ‘

. Perda ini dapat duadlkan sebaEa Perdi induk bagi pemerintah

| tentang penataan dan

oknum yang melanggar penggun an baglan jalan,

|

|

|



4, Diharapkan Perda ini menj{di kekuatan hukum untuk pengguna
jalan jika bagian jalan digur akan tiddk semestinya oleh Ibknum-!
cknum yang melanggar pe'ihggLfmaa ;bagian jalan.

.

5. Perda ini harus segera discsialisasikan oleh Pemprov ke
seluruh kab/kota agar: fun Si b gian jalan benar-benar
berfungsikan aebagalmana m stmya dalam rangka penataan
dan penertiban jalan di Prov S mbal}

|
Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan
| Al |

| |
| L
Menyikapi Ranperda Nagari :dan Pansi;iuS Permasalahan BUMD,

kami dari Fraksi Hanura setuju dengan penambahan waktu dalam
pembahasan Ranperda tersebut. !Kami ber*’iarap dengan mundurnya
waktu pembahasan ini dapat mehghésilkarﬁi hasil kesepakatan yang

sebaik-baiknya. 5 |

rl

'i

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan. HaJ‘:ilrln yang kami Muliakan
|
|

Demikian pendapat akhir | m:l' kah: sampaikan, idengan
mengucapkan Blsmllahlrohmamrrohl , kaml fraksi Partai HANURA
dapat MENERIMA DAN MENYETUJLI Ranperda ini untuk - dapat
ditetapkan. !

i
enjaéi Perda, berarti kita telah
malarﬁkan roda pemerintahan

Dengan disetujuinya Ranperda
menambah payung hukum dala'm‘ m
sebagaimana yang dlamanatkan pada undéng -undang dan sebagai

| "

6| !




|

P
upaya kualitas QﬂSIenss pelayanan publik dan

peningkatan percepatan pembangun

meningkatkan
5N daerah serta mewujudkan
!

pemerintahan yang baik.

Sdr. Gubernur, 8dr. Pimpinan dan Hadiriniyang kami Muliakan

Terakhir dalam penyampaianiper
ini kami dari Fraksi Partai Hanura menghl"nbau kepada pemermtah‘
Daerah untuk segera memasukkan/m, nyarﬁpalkan KUA PPAS tahun
2016 yang mana sesuai pada pera}tura‘ dan perundangan yang berlaku
KUA-PPAS tersebut seharusnya 'Eud h di ampéikan kepada DPRD
pada bulan Juni dan sudah harus; d:tandatan ani kesepakatan dari KUA
dan PPAS tersebut pada bulan Juli, ‘sementéra samapai saat sekarang

dapat akhir tentang 3 Fianperda

ini yang sudah memasuki bulan Agustus taﬁda-tanda akan dibahasnya

KUA PPAS 2016 belum juga! terhhatlTerIambatnya Pemprov

menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD

Jugq akan berimplikasi pada

keterlambatan waktu penyusunan RKA SKPD dan RAPBD.
Implikasinya, SKPD hanya menyalinj RKA tahun sebelumnya dan
merubah  pagu anggarannya tanpa .‘menyesuaikan prioritas

pembangunan. Kualitas pembahasan

APBD akan tergesa-gesa tanpa memp
nilai keadilan, dan kepatutan..Untuk it
jangan mengorbankan kepentingan
kesibukan dan kepentingan kelompok n‘{
Kiranya saran- saran yang kami
pedoman tambahan dan pertimbarﬁgar
masa yang akan datang. Mohon maaf

)
i

RAPBD buruk, dan oenetapan
rhati¥{|an prioritas pembangunan,
kamhmeminta kepada Pemprov
asyarakat banyak dikarenakan
aupun kepentingan pribadi.

paparkan diatas, dapat menjadi
N b'lgl kita bersama di- masa-
yang}sebesar-besarnya apabila

terdapat kekeliruan atau ketidak semp,urnaan dalam pemaparan yang
baru saja kami sampaikan. Semoga Al!lah SWT senantiasa melindungi
kita semua, kiranya Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan



dengan baik dan kesejahteraan-yar{g Ki
dengan amanat UUD 45 dapat 'Eeg‘
tercinta ini. | |
Wabillahittaufiq wal hidayah |
Wassalamualaikum Wr Whb.

Pg&%ng 5 Ju

(@

Dra, A'\mlat:' UW"
Penasehat : Drs. H. Marlis, MM
Ketua : Dra. Armiati ;
Wk. Ketua . Syaiful Ardi, S.Sbs,N
Sekretaris . Zusmawati, SE, MM
Bendahara . Taufik Hidayat, SE

N

1.Hurm!

ta idam-idamkan bersama sesuai
Bra tHrwujud ranah negeri Kita

SEKRETARIS

M

Zusmawati, SE, MM
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Pendapat kh1r |
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
Dalam rangka Pengambilan Keputusa terl'ﬂ dap Ranperda tentang :

. Penyelenggaraan Pelayanan Pubhk
2 Tanggungjawab Sosial da ngkungan Perusahaan
3. Pemanfaatan dan Pengguqaan Bagian Jalan
N
Disampaikan pada Ra,pat Parlpuma
DPRD Provinsi Surhatera Barat |
Hari Rabu tanggal 20 Syawal 1436 H/ 05 Agustus 2015 M

455 A2 R R
| |

! i
Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barati | ji
Jta DPRJ# Provinsi

Sumatera Barat, ] 1

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Angg

Sdr. Anggota Forum Koordfnasi Pimpinan Daerah Provinsi

Sumatera Barat, Ketua Penquiﬁan Tirxggi dan Ketua Pengadiian
= |
Tinggi Agama Sumatera Bafat

Sdr. Pimpinan Partai Politik dan Ormas duSumalera Barat.

Sdr. Ketua BPK RI Perwakl an ?umatera Barat.
Sdr. Ninik Mamak, Allm Ulan*ja OFdlak lPandai, Bundo Kanduang

yang hadir pada kesempatan ini: |
b )

; !|
{

:l :]
: {

|
|+
K
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| 3' , I
| _' ; [

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahll, Para ASISten Kepala Dinas,
Badan, Kantor, Biro, Lembaga Pr0v1n51 Sumatera Barat,

Wartawan dan Hadirin yang bex‘bahaéza.
|
B

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan

rahmat, ridha dan karunia-Nya kepada 1<1ta: untuk dapat menghadiri
Rapat Paripurna hari ini, dalam rangm Pe yampaian Pendapat Akhir

Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tent{ang : [

. Penyelenggaraan Pelayanan Publik l

2. Tanggungjawab Sosial dan ngkungan Perusahaan

3. Pemanfaatan dan Penggunaan B:bglanjiJalan.

Selanjutnya shalawat dan salam ksepadzia: Nabi Muhammad SAW,
kepada keluarga, para sahabat serta umatnya vang setia mengikuti
sunnahnya sampai akhir zaman. | ; _

Fraksi PPP mengucapkan ter;imalgasih E[ﬁepada Pimpinan Sidang
yang telah memberikan kesempataﬁ ’kep'ada ldémi untuk menyampaikan
Pendapat Akhir Fraksi dalam. rangka |Pemgam ilan Keputusan terhadap
Ranperda Penyelenggaraan Pelayanén Pub Tanggungjawab Sosial

dan Lingkungan Perusahaan, serta Perda Pemanfaatan dan Penggunaan

Bagian Jalan.



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMA RA[BARAT

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Haﬂirm Yang kami Hormati,
| | -

1. Ranperda tentang Penye]engg{raan Pelayanzin Publik.

Pelayanan Publik pada dasarnya‘me yangkut aspek kehidupan yang
sangat luas. Dalam kehidupan berne ara, }?emermtah memmkl fungsi
memberikan berbagai pel ayanén pubhk ahg dxperlukan olc,h
masyarakat, mulai dari pelayanaA dalam béntm pengaturan atau pun |
pelayanan-pelayanan lain dalam ;rangka memenuhi  kebutuhan
masyarakat dalam  bidang pendldrkan‘ kesehatan, utilitas, dan

lainnya. : | ‘g
| |; |
¥ ll

Negara berkewajiban melayam sqtqu wjga negara dan penduduk

untuk memenuhi hak dan kebUtu‘Lan ?samya dalam kerangka

pelayanan publik yang merupakan manét Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membangun kcpc.rcayacm
masyarakat atas pelayanan publlk yang d11a<ul<an penyclénggam
pelayanan publik merupakan I<eg1atah yang harus dilakukan seiring -
dengan harapan dan tuntutan selurufn wc.rga negara dan penduduk
tentang peningkatan pelayanan phbhk . sebagai upaya untuk
mempertegas hak dan kewa_]lban setxap W fga negara dan penduduk
serta terwujudnya tanggung quab'negaxia dan korporasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publxk dlperlukan norma hukum yang

-
I
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| A | |
! I : '
memberi pengaturan secara jelas, gebclgax uﬁ:aya untuk meningkatkan
L .
kualitas dan menjamin penyed1aan pEFIayaQan publik sesuai dengan
asas-asas umum pemerintahan dap korpor 51 yang baik serta untuk
! :
memberi perlindungan bagi setlab warga ricgara dan penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di :dalam peﬁzf}/elenggaraan pelayanan

publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tgntang Pelayanan Publik
adalah undang- -undang yang menglatur  tentang  prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik yang mérupakan,efekuf'tas fungsi- fungs:
pemerintahan itu sendiri. perlayanan publhk yang dilakukan oleh
pemerintahan atau koporasi yang efeldﬁlf dapat memperkuat
demokrasi dan hak asas; manusja, rﬂnempn“omoszkan kemakmuran
ekonomi, kohesi sosial, mengurang' kerfuskman, meningkatkan
layan, memperdalam kepemayaan pac#éta pemerintahan  dan
administrasi publik. y

Dalam pelayanan publik Peme:mtah dderah Harus melakukan hal hal

diantaranya ;




FRAKSI PARTAI PERSATU

DEWAN PERWAKILAN
PROVINSI SUMAT

 PEMBANGUNAN

KYAT DAERAH
RA BARAT

hn

. Ranperda
Perusahaan,
Undang Undang Nomor 25 ;Taﬁ
Penanaman Modal mewajibkan setid
melaksanakan tanggung jawab. sosia

disi budaya masyarakat sekitar lokasi

. Terpenuhnya hak hak masyér’akat

. Mewujudkan

. Pemerintah Daerah harus bexjupayz}

meningkatkan kualitas pelayahan
terhadap kepuasan masyarakét.

suatu pelayanan publik yang berst3

dan kewenangan pihakyang

Untui(

te; kait

mengembangkan  dan

yangijakan. membawa inplikasi

mendorong terciptanyva

ndar Han terukur.

Mewujudkan kepastian tentanr hek, tanggung jawab, kewajlban

peiayanan publik | .

sesuai dengan asas asas umum

yang baik

publik
partisipasi  dan

meningkatkan kualitas pelayanan p

|
. Mewujudkan sistim penyelen@garéian pelayanan publik yang baik
|

ipenyelenggaraan pemerintahan

dala% memperoleh pelayanan
]
I
ketadtan

ublik.
i

masyarakat dalam

tentang Tanggunﬁawab éosml dan Lingkungan

| I

un %OO? Pasal 15 Tentang

p penanam modal di Indonesia

l‘ L]
1 perusahaan menghormati tra

kegldﬂan usaha penamaan
4
I

dengan penyelenggaraan .

g A e . -

T
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, i
modal dan mematuhi semua; ke

undangan. | |
Ketentuan peraturan perunda’ngﬁ
bahwa pada dasarnya setiap pé
tanggung jawab sosial dan :lingl{i
kemanusiaan, Pengaturan tanigg;ymg
peruschaan  bertujuan  mewujud
berkelanjutan guna meningkatkan ku
yvang bermanfaat bagi komonitas
umumnya maupun perusahaan itu 4
hubungan perusahaan yang serasi,
lingkungan, nilai, norma, dan buﬂaya

, _
Dalam ketentuan pasal 74 undanga

tentang Perseroan Terbatas, mvmu

terbatas dalam menjalankan I<eg1_ata

berkaitan dengan sumber 'dafya

: i
|
i ! I

I ¢

| ;
ndangan tersebut menegaskan
rusal{éan harus melaksanakan
ingan' sebagai wujud kegiatan
. . .

,Jawab sosital dan lingkungan
kan |pembangunan  ckonomi
oo

alitas kehidupan dan lingkungan
setempat dan masyarakat pada

endiri dalam rangka teqlrjadinya

mas;‘/'arakat setempat. |

i
undang Nomor 40 tahun 2007
at k ;tentuan bahwa persoalan
:
n uséhanya di bidang dan/atau

aIaH-n wajib  melaksanakan

langgungjawab sosial dan lingkung
pembangunzan ekonomi berkelanjut
kehidupan dan lingkungan yang ber
dan masyarakat pada umumnya maug

1|
n yahg bertujuan mewujudkan

n, ngna meningkatkan kualitas
anfaat bagi komunitas setempat

un perseroan itu sendiri dalam

3tent1ﬂ§n peraturan perundang-

! +
selm{)ang,’ dan sesuai dengan
| ;
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rangka terjalinnya hubungan perserjoan yang serasi, sc1mbang dan

sesual dengan lingkungan, n11a1 noxma dan budaya masyarakat.

o !
Sehubungan dengan hasil pembahaslem yang telah dilaksanakan olch
Panitia Pembahasan Ranperda Tentang Tanggung Sosial dan
Lingkungan Perusahaan, melalm endapat akhir fraksi ihi kami

mcnyampmkan beberapa hal sebagal Lberl <ut

. Forum yang dibentuk tersebut\ ada lah adalah forum! yans:,;

independen yang anggotanya | adalfh djrl perusahaan yang wajib

melaksanakan Tanggungjawab So‘?lal lan lingkungan perusahaan

b

sedangkan penasehat dan dewan pengawasnya boleh dari

pemerintah daerah ' _:'

2. Forum TJSLP membuat Anggaran Daséir dan Anggaran Rumah
Tangga sendiri tanpa adanya mﬁervénsx dbn pemerintah

3. Forum TISLP dalam membuati perejncanaan program harus
berkoordinasi dengan Tim Koordi asi Pémberantasan Kemiskinan
Pemerintahan Daerah, sehmggd plgram pengentasan kemiskinan
dapat berjalan sesuai harapan, | " E

4. Forum TJSLP bersama Tim'-’ KoFrdinasi Pemberantasan

Kemiskinan agar membuat Perefhcanaan untuk melaksanakan

pembinaan Desa mode] CSR. : . | ;j
!’| ]

|
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! i

n Pei:t‘aggunaan BagianlJalén

Ranperda tentang Pemanfaatah d

Jalan sebagai salah satu prasarajna tranfortasi yang merupakan urat ;

nadi kehidupan masyarakat mempuri ai pe anan penting dalam usaha

pengembangan kehidupan berbangsa dan ernegara. Dalam kerangka

¥
!

. . : \ .
lersebut jalan mempunyai perana un'ltuk mewujudkan sasaran

pembangunan seperti pemerataan, pé:mbardgunan dan hasil hasilnya,
pertumbuhan  ekonomi dan pem{wudan keadilan sosial bagi
masyarakat, melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur
wilayah, penyelenggaraan jalan pada hakeﬂ(atnya dimaksudkan untuk

mewujudkan perkembangan antar daerah yang oelmbang dan

pemerataan hasil pembangunan, | | ' |
| |
| | ,

Dalam pemanfaatan fungsi Ja]aq provm51 ilh Sumatera Barat banyak

pemanfaatan dan penggunaan Jalan yang t}dal tertib, mengakibatkan
penggunakan jalan kurang optlmal serta dapat menimbulkan
kerusakan jalan, bahkan dapat m-emmbulkan kemacetan lalulintas,
seperti adanya pasar tumpah, penUmFu <an!bahan bangunan di jalan,
parkir liar di jalan, bangunan liar, gal 1aﬁ* galian, pembuatan jalan

masuk keluar dan pemasangan bahho yang tidak pada tempatnya

yang dapat mengganggu pemandangan penfgguna jalan,

i

!
1
|

I

st e T A e
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i
i

Sesuai dengan Undang Undang' Nomorli%' 34 Tahun 2006 tentang
jalan sesuai dengan kewenangan pemermtahan daerah provinsi yang
diatur dalam Undang Undangi Npmor]“23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Didalam kete'ntuax? Undang Undang tersebut
Kewenangan Provinsi dalam peimanfaatz#n dan penggunaam bagian
jalan  meliputi pengaturan, i pe‘nbméan pembangunan dan .

l

pengawasan jalan provinsi. ,i | il | |
Sehubungan dengan hasil pemb’Fhasan yay 1g telah dilaksanakan oleh

Panitia Pembahasan Ra’nperdaj Te Ing Pemanfaatan  dan

Penggunaan Badan Jalan, melalui jpend pat akhir fraksi ini kami
: | el
menyampaikan beberapa hal sebagai; berikut :
S
| 3
l. Perda ini diharapkan <egunqanya untuk  menata  supava
pengamanan fungsi jalan, menjamm, keselamatan, keamanan,
kenyamanan kelancaran pengguma Jalan atau pengendara, dan
cstetika lingkungan serta menjamm kondisi dan keamanan
kontruksi jalan tidak semata nata untuk mendapdtkan Pendapatan
daerah,
2. Perda ini hendaknya dapat mengattjr dan melindungi ruang

pengawasan jalan dari bangunan banguﬁan yang dapat

'

o |
! | j

' |

|

N
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| ,{ !
3. mengganggu fungsi jalan, dan melindungi masyarakat pengguna
jalan dan masyarakat sekitarnya, L |

4. Dalam penertiban hcndaknya dapat ijuga memperhatikan elek

ckonomi yang timbul setel é.h fsfanya perda ini terutama bagi
pelaku ekonomi, pedagang kecil lyangi berjualan ditempat tempat

keramaian tersebut, ;

L

5. Pembeniukan forum Lalu lintas|dan dngkutan jalan diharapkan
betul betul melibatkan dan memarffaat %n seluruh komponen yang

ada sehingga forum ini dapat b Jalan sesua1 harapan dari perda

tersebut,

|
|
l
1
|
1

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Haidirin Yah:g kami Hormati,
| | |

("
Selanjutnya berdasarkan Rap[at Eraksi PPP tanggal 04 Agustus

2015 dengan mengucapkan B1smlllah1rr0hmauiurrol"1m kami dari Fraksi

Partai Persatuan Pembangunan _r_z_lgr}lyetwm Ranperda tentang :
T

N
l. Penyelenggaraan Pelayanan ?}ublik

2. Tanggungjawab Sosial dan I!Jingkungz;_ Perusahaan
3. Pemanfaaten dan Penggunaan Bagian'Jalan

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Baral.

e P

[~
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EMBANGUNAN
KYAT DAERAH !
RA BARAT |

Sdr. Gubernunr, Pimpinan dan Hadir

in Yahg kami Hormati,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP kami sampaikan. Terima

kasih alas segala perhatian dan mohon

kurang berkenan dalam penyampaian Pe

Wabillahittaufik wal hidayah

R O SR R N g !
RN NS IEEC O ey 1

maaf;blla terdapat hal-hal yang
ndapat Akhir Fraksi PPP ini,

iPadaﬁé,A) Svawal 1435 H

Fral <31 PPP 5

Yuliarman;

. 05 Agustus 2015 M




F R A.K 'S
PDI PERJUANGAN,PKB &

DPRD PROVINSISUMATERA BARAT
Jln Khatib Su!a;man Ne.§7 Te!p 705?59[L3 Ext: 190

PANDANGAN bMIlﬁVI
FRAKSI PDI PERJUANGANMPKB & PBB

DPRD PROVINST SUMBAR
Terhadap:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pei‘ayanan Publik

2. Ranperda tentang Tanggungja“a Sospal dan Lingkungan
Perusahaan L I

3. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Pénggunaan Jalan

Juru Bicara : Riva Melda :_ L “
Tanggal :5 Agustus 2015 - li

¥ I
L |
I } L t

» Yang Terhormat Saudara lepman dan Anggota DPRD Prov.
Sumatera Barat '

» Yang Terhormat Sdr. Gubernur Beserta dan. Wakxl Gubernur ;

» Yang Terhormat Forum Kordinasi lepman Daerah Provinsi'Sumatera
Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dhn Ketua ‘Pengadilan Tinggi Agama
Provinsi Sumatera Barat , i 'l , |

> Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat
» Yang Terhormat Sdr, Pimpinan Inétansll Vertikal, BUMN/BUMD

i

Provinsi Sumatera Barat ,1 ] |
> Yang Terhormat Sdr. Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Biro dalam ngkuxwgan Pemerintahar. Daerah
Provinsi Sumatera Barat

> Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, rmas LﬁM Rekan Pers dan Hadirin
serta Undangan Yang Berbahagia |



| \
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua - !

o
Atas perkenan Saudara Pimpinan pa la kesempatan yang baik ini, marilah
kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T
Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya kepada
kita semua, sehingga kita K dapat mel sanakan rapat paripurna yang
terhormat ini dalam keadaan seha wal’ aﬁét Sébagal ungkapan rasa
syukur , hendaknya kita tidak hanya me ga a11sa31ka.nnya dalam bentuk
ucapan dan perenungan saja. Bentuljn apan yang lebih pendting dan
bermakna adalah tekad dan upaya kong et ki semuasbagal wakil rakyat.
Sebagai kita ketahui, acara rapat pahpurfna ké(h ini adalah mendengarkan
Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Col

R |

A ,

Assalamualaikum Wr, Wb {
|

|

o

] Ranperda tentang Penyelenggaraan Peiayanan Publik
2. Ranperda tentang TanggLng_]awab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan )
3. Ranperda tentang Pemanfaatdn dian Pe!u;ggunaan Jalan
\
Dan hari ini juga kita masih dalam suasana merayakan Idul Fitri, kami atas
nama Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB mengucapkan Selamat
merayakan hari raya Idul Futri, mohon m?af lahlr bathm

Saudara-saudara sakallan kita menyadArI ba{xwa Rapat Pleno! “hari ini
sangatlah penting karena kita akan rlnengambﬂ keputusan mengenai
Peraturan-peraturan Daerah sebagaimana yang disebut di atas dan akan
menjadi pedoman dalam penegakan ! <edisip1inr1in setiap warga, Pemerintah,
Perusahaan demi kelanjutan untuk penmgkatan kesejahteraan sosial
masyarakat dimasa mendatang, untuk ity perképankanlah kami Fraksi PDI
Perjuangan, PKB & PBB menyampa1k§m PéTxdangan Akhir ini sebagai

berikut:;

I



i | !
Ranperda Tentang PelayananIPu lik l! | |

Kita tahu bahwa Undang- Unplan Dasar f{l 1945 membenkaJn
perintah, tugas dan wewenang K padlu seluruh Aparatux‘ Negara
melaksanakan amanat untuk 'mensejahterakan rakyatnya, melalui
penyelenggaraan kepemerint hanhr yang baik dan
hertanggungjawab. Perwujudannya hal :’lct::rsebut diantaranya adalah
melalui pelayanan publik yang baik. Pelayanan Publik oleh
birokrasi publik merupakan sal saﬁu perwujudan dari fungsi
aparatur bernegara sebagai abd1 m syarﬁat disamping sebagal abdi
negara. Pelayanan tersebut - diberik untuk memenuhi hak
masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan
publik. Artinya kegiatan pelayan pada dasarnya menyangkut
- pemenuhan satu hak. Ia meleﬁ(at padg. setlalw.p orang, baik secara
pribadi maupun kelompok (or msam) dan dilakukan secara
universal. Penyelenggaraan pel yanan publik dapat ' menjadi
lokomotif dalam upaya perubahan menUJu pemerintah yang baik

untuk tercapainya pelayanan prlma g
E
’
Mencermati kondisi yang ada pada saat ini di Sumatera Barat tentang
pelayanan publik, bahwa tingkat [kepudsan dari masyarakat akan

pelayanan publik selalu mendapak kritikan diantaranya :

a. Dibidang Kesehatan, masih? ditemui Lelayan dirumah sakit yang
belum optimal dalam memberikan pelayan kepada pasien
pengguna BPJS untuk berobat ylang |(rawat jalan) dimana lokasi
tempat pendaftaran hanya satu' loket sehingga menumpuk dan
terjadi antirian yang memerlukan waktu lama, saran Fraksi kami
hendaknya posko pendafiran untpk dluambah

b. Sistem Administrasi Terpadu ! atu\'. tap (SAMSAT), bahwa di
UPTD ini yang dipentingkan'buk 1 hanya banyaknya orang
datang ke tempat ini untuk melaksa akan kewajibannya tetapi
yang dibutuhkan adalah Tnfc)r asi, transparansi dan kecepatan
dalam melaksanakan tugas\sepagai p nyelanggra pelayan publik,
sehingga masyarakat yang teﬁh elaksanakan kewajibannya tidak
merasa dirugikan, dan hingga |hari|ini kami masih menerima

. ] i
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laporan dan melihat langsung dlj lan f ya banyak kendaraan roda
dua yang tidak memakai plat esmi; melainkan plat distibutor

motor bahkan tidak }nemal{al
menimbulkan menurunnya rlke
peraturan parundangan ya

tersebut.

Hal lain yang kami sampaik
dilapangan terhadap nomor-nom
empat, kami memahami "ter
kendaraan roda empat terhadap

ada pembayaran khusus untuk men

fraksi kami memberikan catat

1adap

lat dama sekali hal ini dapat
ercayhan | Imasyarakat terhadap

g berkaitan ‘dengan plat nomor

|

i
batwa masih ada kebijakan
r khuisus Kepada kendaraan roda

keinginan dari | pemilik
gngka khusus dan dlsmyallr
épatkannya dalam hal ini
agar dicari sebuah kebijakan

gka

berdasarkan peraturan perundahgam yang sesuai dengan hal

tersebut sehingga tidak terjadl di
pendapat daerah. . Y

Vo
‘ .

skriminasi dan dapat menambah

|
i

Ranperda Tentang Tanggurigjawab|SOSlal dan Lingkungan

Perusahaan:

Tujuan dari Raperda ini adalah 1
implementasi tanggungjawab soi ial
perusahaan sesuai dengan UU'No
lsaha Milik Negara pasal 88, Ul
Perseroan Terbatas dan Peraturan
tentang Tanggungjawab Sosial dan 1

Tanggungjawab sosial dan 11f11 ke
j keman

menekankan pada aspek doronga
norma dan etika unlversal

intuk meningkat perhatian dan
dan lingkungan perusahaan oleh
19 *ahun 2003 tentang Badan
U No 40 tahun 2007, tentang
Pemérmtah No 47 tahun 2012
,mgk}.mgan Perseroan terbatas.

i
mgaxl perﬁsahaan tidak hanya
siaan yang bersumber dari
untuk | menolong sesama dan

memperjuangkan pemerataan soélal

harus makin diperluas pada tingkati

maupun level strategi, melainkan
kebijakan riil (UU No 25 tahun

2007, pasal 15). Setiap perusahaém yang berbadan hukum baik
BUMN, BUMD maupun Swasta Nasmnal dan asing mempunyai

tanggungjawab sosial terhadap daer
yang melakukan usahanya di Sumat

bh dlmana kantor usaha/keglatan
ra Bérat |

1



|

Selama ini urusan-urusah Eyar
mengimplementasikan tanggur‘{g

daerah Sumatera Barat namun bel
vang telah dibahas mengsiherjll
supaya semua perusahan-perusahs
Perusahan Swasta yang me aksana
melaksanakan tanggungjawbanyc
perundangan yang berlaku, untuk
terdiri dari perwakilan sertiap pe}rus
TISLP yang bersifat independen da
anggota forum tersebut adalah perw

Aan

! :
| |
1 hlmaksud tersebut  telah
awab sasial tersebut terhadap
um optimal, maka perda TJISLP
l<an/1£engupayakan bagajiamana
baik BUMN, BUMD dan
kan Kegiatan di Sumatera Barar
| sésual dengan  peraturan
itu df entuk sebuah forum vang
ahaaq yang disebut dengan forum
lam arti betul-betul murni, semua

alkil arg dari perusahaan.

A
i

|
f

Agar forum tersebut betul-betul melaksig'nakan tepat sasaran maka

selalu berkordisnasi dengan tim
tanggungjwab sosial dan lingllcun
disebut dengan Tim Kordiansi P
terdiri dari SKPD-SKPD yang tﬁr}(af

,kordltisi pelaksanaan program
perusahaan yang selanjutnya
lasakna Program TJSLP yang

t

Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB dapat memahami sistem yang
ada di Ranperda ini s’upaya t ggunl jawab semua perusahan-
perusahann tersebut bisa: membaht maéﬂarakat Sumatera Barat, di
bidang pendidikan, sosial, keseHatad dan| sebag1anya adil dan merata,
asalkan tim kordinisasi dapat mela sanakan kegiatan dengan sebaik-
baiknya. Untuk itu fraksi kami PD% Perjuangan, PKB & PBB dapat

] + . . ) !
menerima Ranperda ini men_]adl;PerJda. ;

RanperdaTentang Pemanfaatan dan Penggunaan Badan Jalan :

PBB mendukung perda yang

tan dengan Pemanfaatan dan

ataan yang ada pemanfaatan dan

terjadi pada tingkat vyang

si kéamanan, kenyamanan bagi
¥

Fraksi PDI Perjuangan, PKB. &
mengatur jalan Provinsi, bérkai
Penggunaan Badan Jalan dari keny
penggunaan badan jalan 'téhah
mengkawatirkan dipandang dar1 S




pengguna jalan. Ada kesan tetjadinya <e§emberautan terutama pada
kota-kota di Sumatera Barat dan gpa ag} pada jalan-jalan Provinsi
tersebut banyaknya pasar-pasaq tumpahi yanlg menimbulkan tidak
kelencaran lalu lintas. ! - r \

Munculnya pemasangan baliho/papan r klame pada tempat-tempat
strategis juga menimbulkan pada jwasahah keindahan, keselamatan
bagi pengguna jalan termasuk pada péndapatan daerah. Hal inj
terjadi tidak adanya regulasi d1tdmbgh dengan tidak adanya kordmaSI
antara pemerintah Kabupaten/Kot dengan Pemerintah Provinsi.
Perda tentang Pemanfaatan dan ,enggEnaan Badan Jalan adalah

meruipakan payung hukum )ang harus diikuti oleh perda yang sama
di Kabupaten/Kota yang mengatur secara teknis lebih lanjutnya.
Sehingga terjadilah singkronisasi dan kg:smambungan antara Perda
Provinsi dengan Perda Ka:buptén/k. ta secEI ra maksimal.

Fraksi kami memberikan catatam agar Kir pLaSJal dapat mebuat data
base yang rinci dan betngguﬂg]a aab tentang Pemanfaatan dan
"Penggunaan Badan Jalan melalul  petugas-petugas yang
bertanggungjawab dalem perawatan jalan Provinsi Sumatera Barat,
dan perlu kami sampaikan dari rmasukan | provm51-prov1n51 yang telah
mempunyai perda Pemanfaatan dan Penggunaan Badan Jalan
mengalami kesulitan dalam menegakan pdrda tersebut.

Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan An ;gota DPRD

Yang Terhormat Saudara Gubernlli’r.B‘. iJajarannya

{
) |
Setelah penyampaian pendapét‘ gsa'an dan penilaian terhadap tiga
rancangan peraturan daérah inl, imaka dengan ini Fraksi PDI
Perjuangan, PKB & PBB DPRD Pr vms* Sumatera Barat dengan ini
menyatakan dapat menerima tiga ranperda tersebut di atas
untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah dengan catatan
sebagaimana tersebut di atas, dan' kanii juga mengingatkan agar
Gubernur Sumatera Barat menindak lanjuti pcrda-perda tersebut
dengan Peraturan Gubernur schingga perda ini tidak menjadi perda
tidur | :
|
I



Demilkianlah Pendapat akhir FLaks
terhadap Rancangan tiga Ranp@rda
sebagai Peraturan Dagrah |

!

|
i PDI Perj‘uangan PKB & PBB
tersTbut di atas untuk dgadxkan

Alas perhatian siding dewan yang tcrhormat kami ucapkan terimakasih.
\
3
i

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
MERDEKA I

Padang, 5 Agustus 2015

PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN

pPIMPINAN F}j:f\KSI

PKB & PBB
KYAT DAERAH

PROVINSI SUMAT#RA BARAT

Ketua

i

(Albert Hendra Lukman, SE) |

; Sekretaris




